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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Perencanaan tersebut diwujudkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama
5 (lima) tahun ke depan. Dalam kerangka tersebut, setiap perangkat daerah diwajibkan
menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Renstra PD pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sejalan dengan
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, di mana Renstra PD disusun
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dilatarbelakangi oleh dinamika
perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat global, nasional, maupun daerah.
Perubahan kebijakan nasional terkait sistem perizinan berusaha berbasis risiko (Risk Based
Approach) dan implementasi Online Single Submission (OSS) menuntut penyesuaian dalam
tata kelola pelayanan perizinan dan non-perizinan di daerah. Selain itu, meningkatnya
persaingan antar-daerah dalam menarik investasi, serta kebutuhan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik, menjadi tantangan yang harus direspon melalui perencanaan yang
sistematis dan terarah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal
dan pelayanan perizinan memiliki peran yang sangat strategis. Keberadaan DPMPTSP bukan
hanya berfungsi sebagai penyelenggara layanan perizinan, tetapi juga sebagai motor
penggerak investasi daerah. Investasi yang tumbuh dengan baik akan memberikan kontribusi
besar terhadap peningkatan perekonomian, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang
mampu memberikan arah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, transparan,
dan akuntabel, serta dalam pengembangan iklim investasi yang kondusif di daerah.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 juga didasarkan pada amanat

berbagai regulasi, antara lain:
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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
6. Dokumen perencanaan nasional (RPJPN 2025-2045, RPJIMN 2025-2029) serta RPJMD
Kabupaten/Kota 2025-2029 sebagai pedoman utama penyusunan Renstra PD.
Dengan landasan regulasi tersebut, penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029
memiliki nilai strategis, yaitu:
Menjadi pedoman bagi DPMPTSP dalam merumuskan arah kebijakan, program, dan
kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah;
Menjamin konsistensi antara kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan
nasional, khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
Memberikan landasan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital
yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel;
Menguatkan peran DPMPTSP dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif,
kompetitif, dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
Menjadi instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah agar
tercapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Ketapang Tahun 2025-
2029 merupakan sebuah kebutuhan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah ke
depan, sekaligus menjadi pijakan strategis bagi DPMPTSP dalam menjalankan perannya
sebagai penggerak utama peningkatan investasi dan penyedia layanan perizinan yang prima

bagi masyarakat dan dunia usaha.

Landasan Hukum
Peraturan Perundang—Undangan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Renstra

adalah :

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang UndangDarurat Nomor

3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il diKalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun1953 Nomor 9) sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesa Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturanperundangan nomor 1 tahun
2020 tentang Sistem Keuangan untuk PenangananPandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka
menghadapi ancaman yangmembahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem
keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
CaraPenyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanlLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan EvaluasiPenyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6323);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerjalnstansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan PencapaianTujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor
180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah TentangPembangunan Jangka Panjang
Daerah dan RencanaPembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomorl1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang PenerapanStandar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
InformasiPemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomorl114);

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 90 Tahun 2019  tentang
Klasifikasi,Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang PeraturanPelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan danEvaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020
Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
TeknisPengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun
2020Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentangPerubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana TataRuang
WilayahKabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran DaerahKabupaten Ketapang
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Ketapang Nomor 44);
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 05 Tahun 2024 tentang
RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2025-2045
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2025 tentang
RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025-
2029(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025 Nomor 4, TambahanLembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 127);



25.

26.

27.

28.

29.
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Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029,
Bab 1 Pasal 1 Nomor 4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029, Bab 1 Pasal 5 Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen Perencana Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Orgaanisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2025-2029
adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan
untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Penanaman Modal selama 5
(lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang tahun 2025-2029.

Adapun Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 adalah sebagai
berikut :

Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Daerah sebagaimana yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2025-
2029 sesuai dengan bidang urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang;

Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang secara sistematis dan terorganisir,
diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan pada Renstra periode sebelumnya;

Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang fokus,
tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.

Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.



1.4

Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang
Penanaman Modal yang efektif dan efisien.
Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB1 PENDAHULUAN

Pada BAB ini dijabarkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta

Sistematika penulisan.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada BAB ini dijabarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja
pelayanan serta Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Ketapang.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada BAB ini berisi mengenai rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah,
Strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Ketapang.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN  KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada BAB ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja,
indikator, target dan pagu indikatif. Selain itu juga memuat tentang target keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2025 — 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dan Target
kinerja Tahun 2025 — 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

BAB ini berisi penutup.



BAB I
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

2.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ketapang disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi

kewenangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Ketapang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal serta

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang diberikan oleh kepala

daerah.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan
dan non-perizinan.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang perizinan dan non-perizinan
untuk menjamin pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan akuntabel.
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-
perizinan yang menjadi kewenangan perangkat daerah terkait.

Pelaksanaan promosi dan kerja sama penanaman modal baik di tingkat daerah,
nasional, maupun internasional.

Pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan
perizinan/non-perizinan berbasis elektronik.

Fasilitasi penyelesaian masalah dan pengaduan masyarakat terkait investasi maupun
pelayanan perizinan/non-perizinan.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanaman modal serta

pelayanan perizinan/non-perizinan.



8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai bidang tugasnya.

C. Uraian Tugas Dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) memiliki manfaat strategis, seperti :

1.

2
3
4.
5

Memberi Kejelasan Peran dan Kewenangan

. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja

. Menjadi Dasar Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi

Memperkuat Akuntabilitas dan Transparansi

. Menjadi Pedoman Koordinasi dan Sinkronisasi

6.

Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sehingga dari manfaat tersebut dapat diuraikan tugas dan fungsi DPMPTSP per bidang

sebagai berikut :

Tugas DPMPTSP per Bidang

a.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai

tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh urusan

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal serta

pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas sebagai "dapur” atau unit pendukung utama yang

memastikan seluruh operasional dinas berjalan lancar. Tugasnya mencakup:

a.

Administrasi dan Kepegawaian: Mengurus surat-menyurat, arsip, tata usaha,
serta manajemen kepegawaian, mulai dari rekrutmen, pengembangan karir,
hingga kesejahteraan pegawai.

Keuangan: Menyusun anggaran, mengelola keuangan dinas, melakukan
pembukuan, serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara
berkala.

Perencanaan dan Evaluasi: Menyusun rencana strategis dan program kerja
tahunan, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh bidang di
DPMPTSP.

Bidang Penanaman Modal

Bidang ini fokus pada upaya menarik dan memfasilitasi investasi di daerah.

Tugas-tugasnya meliputi:

a.

Promosi Investasi: Melakukan kegiatan promosi, baik di dalam maupun luar
negeri, untuk memperkenalkan potensi daerah kepada para calon investor.

Fasilitasi Investor: Memberikan bantuan dan pendampingan kepada
investor, mulai dari tahap awal pengurusan izin hingga permasalahan yang

mungkin muncul saat bisnis berjalan.



C.

Pengawasan dan Pengendalian: Memantau realisasi investasi yang masuk

dan memastikan para investor mematuhi peraturan yang berlaku.

4. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan

Ini adalah bidang inti yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dan pelaku

usaha. Tugas utamanya adalah:

a.

Penerbitan 1zin: Menerima permohonan, memproses, dan menerbitkan
berbagai jenis izin, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha,
Izin Lokasi, dan lain-lain.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Mengelola sistem pelayanan yang
terintegrasi sehingga masyarakat bisa mengurus berbagai izin di satu tempat,
meminimalisir birokrasi, dan mempercepat proses.

Penyuluhan dan Konsultasi: Memberikan informasi dan bimbingan kepada
masyarakat terkait prosedur dan persyaratan perizinan.

5. Bidang Pengaduan dan Pengawasan

Bidang ini berfungsi sebagai kontrol dan wadah bagi masyarakat untuk

menyampaikan keluhan. Tugasnya adalah:

a.

Menangani Pengaduan: Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari
masyarakat maupun investor terkait pelayanan perizinan atau permasalahan
investasi.

Pengawasan: Melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan bahwa
pelaku usaha yang telah mendapatkan izin mematuhi peraturan dan tidak
melakukan pelanggaran.

Evaluasi Pelayanan: Menganalisis data pengaduan untuk mengevaluasi

kualitas pelayanan dan merumuskan perbaikan di masa depan.

6. Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Bidang ini mengelola semua data yang masuk dan memastikan informasi dapat

diakses dengan mudah oleh publik. Tugasnya meliputi:

a.

Pengelolaan Sistem Informasi: Mengelola dan mengembangkan sistem
informasi  perizinan elektronik (e-perizinan) untuk mempermudah
pelayanan.

Analisis Data: Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data perizinan
dan investasi untuk menyusun laporan dan rekomendasi kebijakan.
Penyediaan Informasi Publik: Menyediakan informasi yang transparan dan
akuntabel kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti situs web atau

laporan tahunan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional di DPMPTSP bertugas sebagai tenaga ahli yang mendukung

seluruh unit kerja dengan analisis data, evaluasi, dan keahlian teknis lainnya.



b. Fungsi DPMPTSP per Bidang

1.

Kepala Dinas
Fungsi Kepala Dinas DPMPTSP adalah merumuskan kebijakan teknis,
merencanakan dan mengoordinasikan program serta kegiatan, mengendalikan
dan mengevaluasi penyelenggaraan penanaman modal serta pelayanan
perizinan dan non-perizinan, melaksanakan pembinaan aparatur, menjalin
koordinasi dengan pemangku kepentingan, mengelola administrasi dinas, serta
menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada kepala daerah.

Sekretariat

Fungsi sekretariat lebih ke arah internal, yaitu menjaga agar "mesin" DPMPTSP

berjalan dengan baik. Fungsinya mencakup:

a. Fungsi Administratif dan Manajerial: Mengelola urusan surat-menyurat, tata
usaha, serta mengatur agenda dan kegiatan pimpinan dinas.

b. Fungsi Perencanaan dan Evaluasi: Merumuskan rencana strategis, program
kerja, dan anggaran tahunan. Sekretariat juga bertugas mengevaluasi kinerja
seluruh bidang untuk memastikan target tercapai.

c. Fungsi Kepegawaian dan Umum: Mengelola manajemen sumber daya
manusia, mulai dari pengembangan kompetensi pegawai hingga urusan
kepegawaian lainnya, serta mengurus logistik dan aset dinas.

Bidang Penanaman Modal

Bidang ini berfungsi sebagai promotor dan fasilitator investasi. Fungsi

utamanya adalah:

1. Fungsi Promosi: Melakukan promosi potensi daerah untuk menarik minat
investor, baik lokal maupun asing. Ini bisa berupa pameran, forum bisnis,
atau penyediaan informasi investasi yang komprehensif.

2. Fungsi Fasilitasi: Memberikan pendampingan dan solusi bagi para investor,
mulai dari membantu perizinan hingga menyelesaikan masalah yang
mungkin timbul selama investasi berjalan.

3. Fungsi Pengawasan: Memonitor realisasi penanaman modal untuk
memastikan investasi yang masuk benar-benar berjalan sesuai rencana dan
peraturan.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan

Ini adalah fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat. Fungsi utamanya

adalah:

a. Fungsi Pelayanan Perizinan Terintegrasi: Menjadi pusat satu pintu bagi
masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurus berbagai jenis perizinan,
seperti izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain. Tujuannya

adalah memangkas birokrasi dan mempercepat proses.
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b. Fungsi Verifikasi dan Validasi: Memastikan semua dokumen dan

persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin sudah lengkap dan valid
sebelum diproses.

Fungsi Konsultasi Publik: Memberikan informasi dan bimbingan kepada
masyarakat terkait prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk

mendapatkan izin.

5. Bidang Pengaduan dan Pengawasan

Bidang ini memiliki fungsi kontrol dan penjaminan kualitas pelayanan.

Fungsinya meliputi:

a.

Fungsi Pengelolaan Pengaduan: Menyediakan kanal bagi masyarakat dan
investor untuk menyampaikan keluhan, lalu menindaklanjutinya hingga
tuntas.

Fungsi Pengawasan Lapangan: Melakukan inspeksi dan pengawasan
terhadap usaha yang telah mendapatkan izin untuk memastikan mereka
beroperasi sesuai regulasi.

Fungsi Evaluasi Layanan: Menganalisis data pengaduan dan hasil
pengawasan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pelayanan dan

merumuskan perbaikan.

6. Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Bidang ini memiliki fungsi sebagai pusat data dan informasi. Fungsinya adalah:

a.

Fungsi Pengelolaan Sistem Informasi: Mengelola dan mengembangkan
sistem perizinan berbasis elektronik (e-perizinan) agar layanan menjadi
lebih efisien dan transparan.

Fungsi Analisis Data: Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data
investasi dan perizinan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan
perumusan kebijakan.

Fungsi Penyebaran Informasi: Menyediakan informasi yang akurat dan
mudah diakses oleh publik, baik melalui situs web resmi, media sosial,

maupun laporan berkala.

Kelompok Jabatan Fungsional

Fungsi utama Jabatan Fungsional adalah sebagai tenaga ahli yang menyediakan

data, analisis, dan dukungan teknis untuk memastikan DPMPTSP dapat

membuat keputusan yang tepat dan memberikan pelayanan yang efisien.
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Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2022.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DPMPTSP KAB. KETAPANG

KEPALA DINAS |
i SEKRETARIAT
: | N O . ,
5 SUB BAGIAN KELOMPOK
| UMUM DAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL
i KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN
DAN KETERAMPILAN

* AHLI PERTAMA
* KETERAMPILAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Sumber daya kemanusiaan (kepegawaian) di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah seluruh aparatur sipil negara
(ASN) dan tenaga pendukung lainnya yang bertugas, berperan, dan berfungsi dalam
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan
perizinan, dan non-perizinan. Sumber daya kemanusian (kepegawaian) di DPMPTSP
berada dibawah Sekretariat pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian
dan perlengkapan dinas. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas
memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dalam tugas-tugas urusan umum dan Kepegawaian dengan tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis
pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan ;

d. menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi kepegawaian;

e. menghimpun dokumen kepegawaian;
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menyiapkan dan mengusulkan pengembangan pegawai;

menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai,

> @

menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan;

—

melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan

inventarisasi peralatan dan perlengkapan;

j. menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur dan survey kepuasan
masyarakat;

k. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;

1. melaksanakan reformasi birokrasi;

m. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian

umum dan kepegawaian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Tabel 2.1
Perkembangan Jumlah Pegawai

Kabupaten Ketapang Tahun 2023-2025

1 31

2023 PNS
2 2024 PNS 30
3 2025 PNS/PPPK 32

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jika dilihat dari faktor sumber daya manusia yaitu jumlah aparatur yang tersedia maka
unsur pertama yang perlu untuk dikaji adalah jumlah pegawai yang ada. Sampai Tahun 2025
jumlah pegawai PNS/PPPK yang ada sebanyak 32 orang terdiri dari pejabat struktural 3
orang, fungsional tertentu 9 orang, fungsional umum 19 orang, pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja 1 orang dan honorer 22 orang. Untuk tenaga fungsional tertentu yang
melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan peizinan penanaman modal rasionya sangat
tidak seimbang jika dibandingkan dengan banyaknya obyek pengawasan dan pelayanan
terhadap pelaku usaha. Untuk melihat kualitas pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, maka indikator yang digunakan
adalah tingkat pendidikan yang dimiliki, baik tingkat pendidikan formal maupun pendidikan
dan pelatihan yang telah diikuti.

Gambaran tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh aparatur yang ada di diluar

honorer dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.
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Tabel 2.2
Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Tahun Keterangan
2023 2024 2025
1 S-2 9 8 8
2 S-1 17 17 18
3 D-III 1 2 3
4 SMA/Sederajat 3 3 3
Jumlah 30 30 32

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jika dilihat dari struktur golongan kepangkatan yang ada, maka pegawai golongan III
merupakan personil terbanyak. Ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata kapasitas pegawai Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang berada dalam tahapan
cukup baik. Dapat dikatakan demikian karena seorang pegawai golongan III adalah seorang
pegawai yang telah memiliki masa tugas atau pengalaman kerja yang cukup ataupun seorang
pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana, sehingga kemampuan untuk melakukan
analisis serta pelaksanaan tugas cukup dapat diandalkan. Sementara untuk komposisi jumlah tenaga
fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang terus
mengalami peningkatan sebagai upaya penguatan peran pengawasan dan pelayanan yang menjadi
tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, adapun
perkembangan jumlah jabatan fungsional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Ketapang sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Jabatan Fungsional DPMPTSP

No Jumlah JF Jumlah Keterangan
2023 2024 2025
1 Penata Perizinan Ahli Madya 2 2 2
2 Penata Perizinan Ahli Muda 6 5 3
3 Perencana Ahli Muda 1 1 1
4 Perencana Ahli Pertama 0 0 1
5 Penata Kelola Penanaman Modal 0 0 2
Ahli Muda
6 Penata Kelola Penanaman Modal 0 0 3
Ahli Pertama
Jumlah 9 8 12

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai

dengan bidang tugas fungsional msing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara

langsung kepada pejabat pengawas dan atau pejabat administrator sesuai bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas

B. Sarana dan Prasarana

1.

Gedung Kantor
Ketersediaan gedung kantor, ruang kerja dan kondisi bangunan yang ditempati
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang saat

ini sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan

DPMPTSP Kabupaten Ketapang

No | Gedung Kantor Jumlah Kondisi
1 | Ruang Kepala Dinas 1 Baik
2 | Ruang Sekretaris 1 Baik
3 | Ruang Staf Pelayanan 1 Baik
4 | Ruang staf sekretariat 1 Baik
5 | Ruang Rapat 1 Baik
6 | Ruang Pelayanan MPP 1 Baik
7 | Ruang Konsultasi 1 Baik
8 | Ruang Tamu 1 Baik
9 | Toilet 4 (MPP) Baik

2 ( DPMPTSP) Baik

10 | Dapur 1 Baik
11 | Area Parkir 2 Baik
12 | Ruang Arsip dan Gudang 1 Baik
13 | Ruang Laktasi 1 Baik

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bangunan gedung dan ruang kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Ketapang saat ini kondisinya masih baik, namun masih diperlukan
rehab/penambahan ruang pada ruang arsip untuk menyimpan baik arsip dokumen perizinan
maupun dokumen lainnya serta ketersediaan gudang yang masih kurang untuk menyimpan
peralatan-peralatan. Secara keseluruhan guna mendukung pelayanan birokrasi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang serta Mal

Pelayanan Publik yang lebih baik maka perlu pemeliharaan rutin gedung kantor dan
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perluasan bangunan untuk penyediaan kebutuhan ruang kerja, ruang arsip dan gudang

penyimpanan dokumen SPJ PD.

Gambar Gedung DPMPTSP / Mal Pelayanan Publik

. Kendaraan Operasional

Ketersediaan kendaraan dinas sangat penting untuk menunjang kelancaran tugas
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dilapangan mengingat
luasnya cakupan wilayah dengan jarak tempuh antar wilayah yang cukup jauh dan kondisi
lapangan yang masih berat. Gambaran ketersediaan kendaraan dinas untuk jabatan

struktural dan fungsional tertentu pada tahun 2024 kondisinya sebagai berikut.
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Tabel 2.7

Kondisi Ketersediaan Kendaraan Dinas

DPMPTSP Kabupaten Ketapang

Jabatan Struktural Jenis Kendaraan Kebutuhan | Tersedia | Kurang
No dan Fungsional Dinas (unit) (unit) (unit)

1 | Kepala Dinas Mobil Dinas Jabatan 1 1 0
Motor Dinas 1 1 0

2 | Sekretaris Mobil Dinas 1 0 1
Motor Dinas 1 1 0

3 | Kegiatan Operasional Mobil Lapangan 1 0 1
4. | Penata Perizinan Ahli Madya Motor Dinas 1 0 1
5. | Penata Perizinan Ahli Madya Motor Dinas 1 0 1
6 | Penata Perizinan Ahli Muda Motor Dinas 1 1 0
7 | Penata Perizinan Ahli Muda Motor Dinas 1 1 0
8 | Penata Perizinan Ahli Muda Motor Dinas 1 1 0
9 | Penata Perizinan Ahli Muda Motor Dinas 1 1 0
10 | Penata Perizinan Ahli Muda Motor Dinas 1 1 0
9 | Perencana Ahli Muda Motor Dinas 1 1 0
10 | Kasubbag UKP Motor Dinas 1 0 1
11 | Pelaksana Penanaman Modal Motor Dinas 1 1 0
12 | Operasional Sekretaiat Motor Dinas 2 1 1
14 | Operasional Sekretariat Mobil Oprasional 1 0 1
Jumlah 18 11 7

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian
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Grafik 2.3

Kebutuhan Kendaraan Operasional DPMPTSP Kab. Ketapang

KENDARAAN DINAS

~J

Kekurangan

5 10 15 20

o

Ketersediaan sarana mobilitas roda empat dan roda dua sesuai rasio kebutuhan
merupakan salah satu harapan yang ingin dicapai. Dengan jangkauan objek Pengawasan
dan Pelayanan yang cukup jauh dan medan tempuh dengan kontur jalan yang cukup berat
diperlukan kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat yang mumpuni sesuai
medan yang dilalui seperti kendaraan roda empat 4WD maupun kendaraan roda dua
seperti KLX. Untuk itu kedepannya diperlukan penambahan kendaraan dinas sebagai
sarana penunjang kegiatan pengawasan dan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

. Peralatan dan Perlengkapan Kerja
Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja sangat penting untuk mendukung
aktivitas pelayanan perkantoran. Kondisi peralatan dan perlengkapan kerja kantor yang dimiliki

Inspektorat Kabupaten Ketapang saat ini tercantum pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.8

Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kerja

DPMPTSP Kabupaten Ketapang

Kondisi
No Jenis Barang Jumlah
Baik Rusak
1 | Komputer/PC 63 57 6
2 | Note Book 17 13 4
3 |TV 4 4 0
4 | AC 30 28 2
5 Printer Laserjet 2 2 0
6 | Printer 56 35 21
7 | Kursi Tunggu 4 3 1
8 | Meja 2 Biro 65 65 0
9 | Megja Rapat Panjang 12 12 0
10 | Kursi Direksi 30 29 1
11 | Kursi Rapat Atas (orange) 60 58 2
12 | Kursi Rapat Bawah 15 15 0
13 | Proyektor 5 3 2
14 | Brankas 1 1 0
15 | Sound Sytem 3 3 0
16 Kursi Kerja (biru) 58 57 1
17 | Lemari Kayu 14 14 0
18 | Meja 1 Biro 15 15 0
19 | Kursi Kerja (merah) 2 2 0
20 | Dispenser 2 2 0
21 | Lemari Kaca 3 3 0

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan data pada tabel 2.8 diketahui beberapa sarana prasarana kerja
kondisinya sudah rusak sehingga perlu perbaikan dan/atau pergantian. Ketersediaan

peralatan dan perlengkapan kerja untuk pendukung kelancaran tugas baik pelayanan
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administratif maupun teknis akan ditingkatkan sesuai rasio kebutuhan baik komputer,

note book, printer, AC, kipas angin, filling cabinet, meja, kursi dll.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu merupakan unsur Pelaksana  penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tugas
membantu Bupati dalam urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. Adapun kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang periode RPJMD 2021-2025 sebagai
unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilihat pada Tabel 2.9 dibawah.

Dari tabel 2.9 dapat dilihat bahwa pada periode Renstra Tahun 2021-2025 secara
keseluruhan sudah cukup baik dalam pencapaian realisasi target-target yang telah ditentukan
selama lima tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio capaian realisasi rata-rata telah melebihi
target.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Ketapang secara keseluruhan sudah sangat baik, hanya saja masih perlu meningkatkan kinerja
di tahun mendatang dengan Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk mendukung IKU
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu peningkatan nilai Realisasi
Penanaman Modal PMDN / PMA., dengan Melakukan Koordinasi antar OPD terkait,
meningkatkan pelaksanaan promosi investasi baik melalui kegiatan fasilitasi Pameran/Expo,
mengikuti kegiatan Pameran Apkasi, promosi lewat media cetak, video dan media Online (IG,
FB dan lainnya), meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha / UMKM,
melakukan Pendampingan Kerjasama antara pelaku usaha besar dengan usaha kecil (UMKM),
mengadaan Bimtek untuk pelaku usaha dan meningkatkan kapasitas SDM dengan
mengikusertakan ASN dalam Bimtek /coaching clinic yang berkaitan dengan tupoksi.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ketapang tergambar dalam rasio capaian pada table 2.9 di bawah.

Terkait Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada periode 2021-2025 dapat dilihat
pada tabel 2.10 pada bagian bawah, pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang secara umum mengalami peningkatan mengingat
kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan guna meningkatkan realisasi penanaman modal
di Kabupaten Ketapang dan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pada periode
tahun 2021-2025 secara umum realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayuanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sudah cukup baik dengan rata-rata mencapai 90%.

Dengan capaian serapan anggaran mencapai 90% keatas, secara umum tidak ada kendala
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berarti yang dihadapai dalam realisasi anggaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada periode 2021-2025.
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Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

No . Tahun ke-
Fungsi Perangkat
Daerah
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 2023 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatnya
1 Realisasi 0.64 | 1,35 2.05 275 | 3,45 | 19,16 | 48,41 | -13,44 8,51 2994 | 3.586 | -655 | 309
Penanaman Modal
Meningkatkan
2 Kualitas Pelayanan | N/A | 91.5 95 100 100 N/A | 98,61 | 99,30 100 N/A 107 104 | 100
Publik Berbasis IT
Meningkatnya Tata
Kelola
3 N/A | 255 26,5 275 | 285 | N/A | 28,72 - - - N/A 112 - - -
Pemerintahan Yang
Baik




Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ketapang yang terlampir, dapat diketahui terdapat tren peningkatan target realisasi
penanaman modal yang signifikan dari 0,64 pada 2021 menjadi 3,45 pada 2025. Pencapaian realisasi
menunjukkan fluktuasi yang drastis. Pada 2021, realisasi melebihi target dengan 19,16. Puncaknya
terjadi pada 2022 dengan realisasi sebesar 48,41, jauh melampaui target. Pada 2023, terjadi
penurunan yang bahkan mencatatkan angka negatif (-13,44), akan tetapi angka ini bukan karena
realisasi kurang dari target namun berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus

Peningkatan Realisasi Penanaman Modal yaitu

Realisasi Tahun Ini — Realisasi Tahun Lalu
x 100%

Realisasi Tahun Lalu

Realisasi kembali naik pada 2024 menjadi 8,51. Rasio capaian mencerminkan fluktuasi
realisasi. Pada 2021 dan 2022, rasio berada di angka yang sangat tinggi (2.994% dan 3.586%),
menunjukkan keberhasilan besar. Namun, pada 2023, rasio turun menjadi -655% dan juga bukan
karena tidak capai target akan tetapi karena menggunakan rumus peningkatan yang sama. Dan Rasio

kembali meningkat pada 2024, mencapai 309%.

Target kualitas pelayanan menunjukkan peningkatan bertahap dari 91,5% (2022) menjadi
100% (2024 dan 2025), menunjukkan komitmen untuk mencapai tingkat pelayanan yang sempurna.
Realisasi pada 2022 dan 2023 mencapai 98,61% dan 99,30%, sangat mendekati target. Rasio capaian
selalu di atas target, yaitu 107% pada 2022 dan 104% pada 2023, dan tahun 2024 capaian 100%

menunjukkan kinerja yang baik.

Target tata kelola menunjukkan peningkatan secara konsisten dari 25,5% (2022) menjadi
28,5%d (2025). Realisasi pada 2022 tercatat 28,72%, melebihi target. Ini juga tercermin dari rasio
capaian yang mencapai 112%. Sayangnya, tidak ada data realisasi untuk tahun 2023, 2024, dan 2025.

Capaian yang sangat tinggi pada 2021 dan 2022 disebabkan oleh masuknya proyek investasi
berskala sangat besar (mega-proyek). Pada tahun 2023 ada penurunan akan tetapi bukan karena
penarikan investasi atau masalah lainnya, hal ini terjadi karena pada tahun 2023 tidak ada proyek
investasi sangat besar seperti tahun sebelumnya. Konsistensi Pelayanan Publik Berbasis IT kinerja
yang stabil dan selalu melampaui target pada indikator ini menunjukkan keberhasilan implementasi
program IT. Rasio di atas 100% mengindikasikan bahwa DPMPTSP mampu memenuhi atau bahkan

melampaui harapan pengguna layanan.
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Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Uraian
2025 (sd Maret
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024
2025)
1 2 3 4 5) 7 8 9 11
Belanja
o . 7.447.040.523 11.082.644.150 | 12.844.807.522 7.596.827.746 6.685.905.899 9.897.155.089 | 12.844.807.522 n/a
perasi
Belanja n/a
223.389.109 405.728..628 300.000.000 216.167.337 | 2.251.927.250 405.728.628

Modal 2.307.980.450
JUMLAH 7.670.429.632 | 13.390.624.600 | 13.250.536.150 | 7.896.827.746 6.902.073.236 | 12.149.082.339 | 13.250.536.160 n/a

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Rata-rata Pertumbuhan
Tahun ke-
2022 2023 2024 2025 Anggaran Realisasi
13 14 15 16 17 18
91,29 | 8827 | 92,94 n/a 7,95% 38,88%
99,53 | 99,30 | 99,60 n/a 10,3% 429,5%
n/a
91,43 88,34 93,11 18,25% 468,38%
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2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kelompok Sasaran Pelayanan Perizinan (PTSP)

Kelompok ini adalah penerima manfaat dari layanan perizinan yang diselenggarakan secara

terpadu dan efisien.

TABEL 2.11

KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERIZINAN (PTSP)

Kelompok Sasaran

Deskripsi dan Kebutuhan

Pelaku Usaha Skala Mikro
dan Kecil (UMK)

Membutuhkan layanan pengurusan perizinan dasar yang
cepat dan sederhana, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB)
dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), seringkali

melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Pelaku Usaha Skala

Menengah dan Besar

Membutuhkan layanan pengurusan izin yang lebih
kompleks, seperti 1zin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin
Lingkungan, Izin Lokasi, dan persetujuan teknis lainnya

untuk proyek-proyek bes

Masyarakat Umum (Non-
Usaha)

Membutuhkan layanan non-usaha, seperti pengurusan izin
tertentu yang bersifat personal atau terkait kepemilikan
aset, misalnya IMB untuk rumah tinggal, Izin Pemanfaatan

Ruang, atau izin sejenis lainnya.

2. Kelompok Sasaran Penanamn Modal (Investasi)

Kelompok ini adalah pihak-pihak yang di dorong untuk menanamkan modal didaerah dan

membutuhkan dukungan serta fasilitasi.
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TABEL 2.12

KELOMPOK SASARAN PENANAMAN MODAL (INVESTASI)

Kelompok Sasaran Deskripsi dan Kebutuhan
Investor Domestik Perusahaan atau perorangan yang menggunakan modal
(PMDN) dalam negeri. Mereka membutuhkan informasi potensi

daerah, fasilitasi regulasi, dan dukungan selama proses

realisasi investasi.

Investor Asing (PMA) Perusahaan atau perorangan yang menggunakan modal
asing. Mereka membutuhkan informasi yang transparan
(dalam bahasa internasional), kemudahan prosedur, dan

jaminan kepastian hukum.

Pemerintah Pusat dan DPMPTSP menjadi penghubung. Kelompok sasaran ini
Lembaga Terkait membutuhkan laporan realisasi investasi daerah yang
akurat untuk kepentingan perencanaan pembangunan

nasional dan evaluasi kebijakan.

3. Kelompok Sasaran Pendukung (Internal dan Eksternal)

a.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis Lain: OPD terkait (misalnya Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum) membutuhkan koordinasi dan sinergi dalam
proses penerbitan izin yang melibatkan rekomendasi teknis mereka.

Bank dan Lembaga Pembiayaan: Mereka membutuhkan informasi valid tentang status
perizinan usaha (NIB, lzin Usaha) sebagai dasar pemberian kredit atau modal usaha
kepada pelaku usaha.

Asosiasi Pengusaha dan Kamar Dagang (KADIN): Mereka membutuhkan kemudahan
akses informasi regulasi terbaru dan forum konsultasi untuk menyampaikan aspirasi

anggotanya terkait iklim investasi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Realisasi investasi menjadi permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu

Pintu Kabupaten Ketapang. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, seperti :

1.

Identifikasi Potensi investasi yang belum optimal
Identifikasi potensi investasi belum optimal karena banyak UMKM yang melakukan
kegiatan usaha tidak secara rutin (musiman), investor masih mempertimbangkan beberapa

hal seperti biaya investasi, iklim investasi, budaya dan kultur daerah setempat.
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2. Promosi Investasi Belum Optimal

Promosi investasi belum optimal disebabkan masih kurangnya pelatihan terkait promosi
kepada aparatur, aparatur pada bagian promosi masih kurang sehingga belum bisa

memaksimalkan promosi, dan informasi yang sampai ke investor belum maksimal.

3. Pengawasan dan Pengendalian Investasi Belum Optimal
Pengawasan dan pengendalian investasi belum optimal disebabkan adanya pembatasan
kewenangan pengawasan dan pengendalian investasi dalam evaluasi dan perizinan
terhadap kegiatan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman
Modal Asing (PMA).

4. Kualitas Pelayanan Perizinan Belum Optimal
Kualitas pelayanan perizinan belum optimal di karenakan beberapa aspek, seperti aspek
regulasi yang sering berubah, sehingga menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha dan
petugas pelayanan, tumpeng tindih aturan antara pusat dan daerah, belum adanya pedoman
teknis yang jelas di beberapa bidang perizinan, perbedaan persepsi di beberapa
dinas/instansi dalam memahami aturan/regulasi perizinan. Aspek sistem dan teknologi
seperti OSS (Online Single Submission) yang masih sering lambat dan eror, integrasi antar
instansi belum sempurna, dan kurangnya infrastruktur teknologi didaerah. Aspek SDM dari
kompetensi dan pemahaman petugas pelayanan masih beragam, kurangnya pelatihan
berkelanjutan bagi aparatur terkait berubahnya regulasi. Aspek Prosedural, proses
perizinan masih panjang meskipun sudah ada OSS karena masih perlu verifikasi manual,
persyaratan dokumen masih dianggap memberatkan, kurangnya standar pelayanan yang
seragam antar daerah/instansi. Dan pada aspek Sosial dan eksternal masih rendah literasi

digital pelaku usaha, terutama UMKM.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam pembangunan urusan penanaman modal diantaranya perlunya
dorongan peningkatan investasi melalui masuknya arus penanaman modal yang
didukung dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Secara umum realisasi
investasi dengan fasilitasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) mulai menampakkan peningkatan namun

pencapaianya belum optimal.

Persoalan ketersediaan infrastuktur menjadi salah satu penyebab kurangnya
minat investor menanamkan modal seperti sektor primer dengan bidang usaha
perkebunan masih mendominasi bidang usaha yang paling banyak diminati karena
infrastruktur relatif tersedia, sedangkan untuk sektor sekunder perkembangannya
belum signifikan karena diperlukan infrastruktur (jalan, listrik, pelabuhan, dll)

yang memadai. Disamping itu pengembangan kerjasama antar pemerintah, swasta
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dan masyarakat termasuk dalam pengelolaan promosi investasi perlu mendapat
penguatan dalam upaya meningkatkan realisasi investasi. Peningkatan investasi
memang memerlukan penguatan kerjasama antar pemerintah, swasta dan

masyarakat termasuk pengelolaan promosi investasi.
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Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi
kewenangan PD

Permasalahan
PD

Isu KLHS yang relevan
dengan PD

Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD

Global

Nasional

Regional

Isu Strategis Perangkat
Daerah

()

2

E)

“)

()]

(©)

)

Identifikasi dan Promosi

Pemanfaatan SDA

Persaingan investasi

Kebijakan Prioritas

Hambatan non-tarif

Investasi Belum Optimal dan lahan yang antar negara yang Investasi pada antar daerah dan isu
belum sangat ketat dan sektor hilirisasi dan | infrastruktur
mempertimbangkan | menuntut digitalisasi konektivitas
daya dukung kemudahan digital | perizinan (OSS)
lingkungan.

Kualitas Pelayanan Isu kerusakan Isu Green Tuntutan percepatan | Sinergi dan

Perizinan Belum Optimal lingkungan dan Investment dan perizinan teknis dan | harmonisasi
sosial akibat tuntutan penyederhanaan regulasi perizinan
kegiatan investasi transparansi birokrasi antar
yang tidak diawasi. | Environmental, kabupaten/kota

Social, Governance
(ESG)

masih lemah

Pengawasan dan
Pengendalian Investasi
Belum Optimal

Terwujudnya Iklim
Investasi yang
Kompetitif
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Isu strategis DPMPTSP adalah "Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif"
merupakan gabungan dari isu-isu internal dan eksternal yang menekankan pada perbaikan kualitas
pelayanan, kecepatan perizinan, dan promosi yang terarah agar daerah mampu bersaing menarik
investor. Merujuk pada perlunya pengawasan dan pengendalian yang kuat untuk mencegah divestasi
dan memastikan investasi yang masuk benar-benar terealisasi, sehingga ekonomi daerah tidak rentan
terhadap goncangan. Berkelanjutan (Respons terhadap Isu KLHS dan Global/ESG): Menegaskan
bahwa investasi yang dicari dan difasilitasi harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan

tata kelola yang baik (ESG) sesuai tuntutan global dan menjaga daya dukung lingkungan daerah.
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3.1

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan
sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati Ketapang dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut
untuk menghasilkan laporan hasil Investasi yang masuk dan Pelayanan Publik yang berkualitas
dan bermanfaat, Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci
keberhasilan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan,
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan merupakan target yang

ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu
sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan
diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua
program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Sebagai penjabaran dari
misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa
mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif,
harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas
permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara
jelas arah program.Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode
tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya

merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sebagai berikut :
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TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

NSPK DAN TARGET TAHUN
SASARAN RPIJMD |  TUJUAN SASARAN | INDIKATOR 8225'2'4'1'\' - LZO% L2027 Lzozs Lzozg Lzoso KETiEIANG
YANG RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) a0 Fan @2
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
. TERWUJUDNYA r
- Meningkatnya
Kualitas Pertumbuhan IKLIM persentase
: INVESTASI peningkatan 8,51 1 1,05 1,09 1,15 | 1,19 | 1,19
Ekonomi Sektor : .
Potensial Daerah YANG investasi (%)
KOMPETITIF
Meningkatnya | Nilai realisasi d r d r r r r
Realisasi investasi 8,601 8,687 | 8,778 | 8,874 | 8,976 | 9,083 | 9,191
Investasi (triliun rupiah)
Indeks
Kepuasan
Meningkatnya | Masyarakat
Pelayanan terhadap 99,66 99,70 | 99,73 | 99,75 | 99,77 | 99,79 | 99,80
Publik Layanan
Perizinan
(Nilai)
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3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi merupakan cara yang digunakan atau yang akan diterapkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Ketapang guna mencapai tujuan yang telah ditentukan serta disesuaikan dengan
sasaran. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakana dapat dilihat pada

table 3.2 di bawah ini:

1. Optimalisasi identifikasi Potensi Investasi
2. Peningkatan Promosi secara Langsung

3. Peningkatan kondusifitas Iklim Investasi
4

Peningkatan Akses Pelayanan Perizinan

Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Ketapang demi mencapai tujuan sebagai berikut :
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Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Isu Strategis DPMPTSP :
Belum optimalnya Realisasi Investasi PMDN / PMA

VISI Bupati :  Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri
MISI : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya | 1 Meningkatnya Optimalisasi o
Iklim Investasi Realisasi 1 1dentifikasi Potensi 1 Optlmallsa3| Metode dan system
yang Kompetitif Investasi Investasi perhitungan PMA dan PMDN
) Peningkatan Promosi ) Peningkatan Kesadaran
secara langsung Perusahaan yang melaporkan
Penlngl_<a_1tan . Peningkatan Kerjasama Promosi
3 kondusifitas Iklim 3 . .
) ] investasi antar perangkat daerah
investasi
4 Peningkatan Akses 4 Percepatan pengesahan peraturan
Pelayanan Perizinan tentang kemudahan berinvestasi\
Meningkatnya Meningkatkan
2 Pelayanan 1 Kualitas Pelayanan 1 Peningkatan Pelayanan Publik
Publik Publik

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang

komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa
optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam
menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Oleh karena itu,
dilakukan penahapan. Penahapan dimaksud adalah prioritas tahunan dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penyajian lokus Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ketapang merujuk pada titik lokasi atau area kerja yang menjadi fokus pengelolaan

data, program, atau layanan terkait investasi dan pelayanan perizinan/non-perizinan.

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang
merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD

serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tahap I Tahap I1 Tahap 111 Tahap IV TahapV
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)
Penguatan Penguatan Penguatan Penguatan Penguatan
Kinerja dalam Kinerja dalam Kinerja dalam Kinerja dalam Kinerja dalam
mendorong mendorong mendorong mendorong mendorong
realisasi investasi | realisasi investasi | realisasi investasi | realisasi investasi realisasi investasi
dan pelayanan dan pelayanan dan pelayanan dan pelayanan dan pelayanan
publik publik publik publik public
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Arah kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 atau tahap I RPJPD Tahun 2025-2045

menyebutkan arah strategi yang akan dilakukan yaitu melakukan penguatan kinerja dalam

mendorong realisasi investasi dan pelayanan publik.

perizinan dan
penanaman modal
berjalan seragam,
terukur,
transparan, dan
akuntabel

Perizinan

No Operasionalisasi Arah Kebijakan RPIMD | Arah Kebijakan Renstra Ket
NSPK
1 Tata Kelola Peningkatan Kemudahan Peningkatan
penyelenggaraan Perizinan Kemudahan dan
pelayanan Kualitas Pelayanan

Peningkatan Kapasitas
Realisasi Investasi

Pengembangan iklim
penanaman modal yang
kompetitif dan
pelaksanaan promosi
investasi terarah
(targeted promotion)
berdasarkan data
potensi daerah

Peningkatan

Pengendalian

Pelaksanaan
Penanaman Modal

Optimalisasi
monitoring dan
evaluasi

Peningkatan Data dan
Sistem Informasi
Penanaman Modal

Penguatan sistem
pendataan investasi
dan pelayanan publik
untuk mendukung
pengambilan
keputusan berbasis

bukti
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4.1

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG PENGAWASAN

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka
perlu dilaksanakan langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang telah
ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam program dan kegiatan yang disusun
dan ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada. Pedoman yang
digunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.

Adapun secara ringkas Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kabupaten Ketapang
disertai dengan kebutuhan pendanaan Tahun 2025-2029 dapat dilihat secara keseluruhan pada

Tabel 4.1 sebagaimana disajikan berikut :
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TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

NSPK DAN
PROGRAM / KEGIATAN /
TUJUAN ASARAN ME P INDIKATOR KETERANGAN
SASARAN RPIMD uJu SASARA ouTCOl OUTPUT ol T ERANG
YANG RELEVAN
©3 ©02) (©03) (04) (05) (06) ©7) (©08)

2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pena

naman Modal dan Pelayanan Terpad

u Satu Pintu

- M eningkatnya Kualitas
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Potensial Daerah

TERWUJUDNYA IKLIM
INVESTASIYANG
KOMPETITIF

Persentase peningkatan investasi

M eningkatnya Realisasi
Investasi

Nilai realisasi investasi

M eningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan Kualitas

Pelayanan P erangkat Daerah

Nilai IKM Perangkat Daerah

2.18.01-PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2.18.01-PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Tersusunnya Dokumen

Evaluasi Kinerja P erangkat
Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang
Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah

2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil P enyelenggaraan
Walidata P endukung Statistik Sektoral
Daerah

2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Dokumen P erencanaan P erangkat
Daerah

2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah
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Jumlah Dokumen P erubahan DP A-SKP D
dan Laporan Hasil Koordinasi P enyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Dokumen P erubahan RKA-SKP D
dan Laporan Hasil Koordinasi P enyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKP D

2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

NSPK DAN
SASARAN RPIMD TUIJUAN SASARAN OUTCOME oUTPUT INDIKATOR R ey KETERANGAN
YANG RELEVAN
0 ©) (©3) (©2) (©5) (©6) o) (©8)

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP D dan
Laporan Hasil Koordinasi P enyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

2.18.012.01- Perencanaan, P enganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja P erangkat
Daerah

2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Dokumen P erencanaan P erangkat
Daerah

2.18.012.010001- Penyusunan Dokumen
Perencanaan P erangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

2.18.012.010002 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen P erubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.18.012.010003 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen P erubahan RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

2.18.012.010004 - Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD
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Jumlah Dokumen P erubahan DP A-SKP D
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2.18.012.010005 - Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
lkhtisar Realisasi Kinerja SKP D dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

2.18.012.010006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja P erangkat
Daerah

2.18.012.010007 - Evaluasi Kinerja P erangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil P enyelenggaraan
Walidata P endukung Statistik Sektoral
Daerah

2.18.012.010008 - P enyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang
Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah

2.18.012.010009 - Pelaksanaan
Pengumpulan Data Statistik Sektoral
Daerah

Tersusunnya Dokumen
Pertanggungjawaban, dan
Terlaksananya P embayaran Gaji

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan

2.18.012.02 - Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

dan Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen P enatausahaan dan 2.18.012.02 - Administrasi Keuangan
P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D Perangkat Daerah
NSPK DAN
SASARAN RPIJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SIS S Sl KETERANGAN
SUBKEGIATAN
YANG RELEVAN
3 (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08)

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

2.18.012.02 - Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKP D dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

2.18.012.02 - Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

38



Jumlah Orang yang M enerima Gaji dan
Tunjangan ASN

2.18.012.02 - Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang M enerima Gaji dan
Tunjangan ASN

2.18.012.02.0001- P enyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen P enatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2.18.012.02.0003 - Pelaksanaan
Penatausahaan dan

P engujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

2.18.012.02.0005 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan

2.18.012.02.0006 - Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

2.18.012.02.0007 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD

Terpenuhinya Kebutuhan dan
Pengembangan Kompetensi
P egawai

Jumlah Dokumen P endataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian

2.18.012.05 - Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang M engikuti Bimbingan
Teknis Implementasi P eraturan P erundang-
Undangan

2.18.012.05 - Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang M engikuti Sosialisasi
Peraturan P erundang-Undangan

2.18.012.05 - Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapan

2.18.012.05 - Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
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NSPK DAN

PROGRAM / KEGIATAN/

SASARAN RPIMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
YANG RELEVAN
03 (02) (03) (04 (05) (06) ©7) (08)

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapan

2.18.012.05.0002 - Pengadaan P akaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Dokumen P endataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian

2.18.012.05.0003 - Pendataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Orang yang M engikuti Sosialisasi
Peraturan P erundang-Undangan

2.18.012.05.0010 - Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang M engikuti Bimbingan
Teknis Implementasi P eraturan P erundang-
Undangan

2.18.012.05.0011- Bimbingan Teknis
Implementasi P eraturan P erundang-
Undangan

Terpenuhinya Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Dukungan P elaksanaan
Sistem P emerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

2.18.012.06 - Administrasi Umum P erangkat
Daerah

Jumlah Laporan P enyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKP D

2.18.012.06 - Administrasi Umum P erangkat
Daerah

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan

2.18.012.06 - Administrasi Umum P erangkat
Daerah

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

2.18.012.06 - Administrasi Umum P erangkat
Daerah

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan

2.18.012.06 - Administrasi Umum P erangkat
Daerah

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan

2.18.012.06.0001- P enyediaan Komponen
Instalasi

Listrik/P enerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan

2.18.012.06.0004 - Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

2.18.012.06.0005 - P enyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
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Jumlah Laporan P enyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.18.012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan P elaksanaan
Sistem P emerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

2.18.012.06.0011- Dukungan P elaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

NSPK DAN PROGRAM / KEGIATAN/
SASARAN RPIMD TUIUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KETERANGAN
SUBKEGIATAN
YANG RELEVAN
© ©) (©3) (©2) (©5) (©6) ) (©8)

Terkelolanya Barang Milik Daerah
sesuai Norma, Standar, Prosedur
dan Kreteria

Jumlah Paket M ebel yang Disediakan

2.18.012.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Disediakan

2.18.012.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan P erorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan

2.18.012.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

2.18.012.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan P emerintah
Daerah

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
P endukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan

2.18.012.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan P erorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan

2.18.012.07.0001- Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Disediakan

2.18.012.07.0002 - Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Paket M ebel yang Disediakan

2.18.012.07.0005 - Pengadaan M ebel

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

2.18.012.07.0010 - Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
P endukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan

2.18.012.07.0011- Pengadaan Sarana dan
Prasarana P endukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
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Terpenuhinya P enyediaan jasa
yang mendukung pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

2.18.012.08 - P enyediaan Jasa P enunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan P enyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

2.18.012.08 - Penyediaan Jasa P enunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat
M enyurat

2.18.012.08 - Penyediaan Jasa P enunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat
M enyurat

2.18.012.08.0001- P enyediaan Jasa Surat
M enyurat

Jumlah Laporan P enyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

2.18.012.08.0002 - Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NSPK DAN
SASARAN RPIMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OuUTPUT INDIKATOR HA0 Sl b LSS KETERANGAN
SUBKEGIATAN
YANG RELEVAN
(09 (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Laporan P enyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

2.18.012.08.0004 - Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan P ajak
Kendaraan Barang Milik Daerah

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan P emerintahan
Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan P erizinannya

2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Kendaraan P erorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan P ajaknya

2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan P emerintahan
Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana P endukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi

2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Kendaraan P erorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan P ajaknya

2.18.012.09.0001- Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya P emeliharaan, dan
Pajak Kendaraan P erorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
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Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

2.18.012.09.0002 - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya P emeliharaan, P ajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2.18.012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

2.18.012.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana P endukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi

2.18.012.09.0011- P emeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana P endukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

M eningkatnya kemudahan
berinvestasi

Realisasi Total terhadap Target Investasi

2.18.02-PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

NSPK DAN
SASARAN RPIMD TUIJUAN SASARAN OUTCOME oUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ KETERANGAN
SUBKEGIATAN
YANG RELEVAN
0 ©) (©3) (©2) (©5) (©6) ) (©8)

M eningkatnya P enetapan
Pemberian Fasilitas /Insentif

Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara
UsahaBesar (PMA/PMDN) dengan
UMKM di daerah

2.18.02.2.01- Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman

M odal yang M enjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman M odal

2.18.02.2.01- Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman

M odal yang M enjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman M odal

2.18.02.2.010001- Penetapan Kebijakan
Daerah M engenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara
Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan
UMKM di daerah

2.18.02.2.010003 - Fasilitasi Kemitraan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tersedianya Peta Potensi
Investasi

Jumlah daerah yang telah dilaksanakan
pemutakhiran data potensi investasi

2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana
Umum Penanaman M odal Daerah
Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah (P erda) Rencana
Umum Penanaman M odal Daerah
Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02.0001- Penyusunan Rencana
Umum Penanaman M odal Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah daerah yang telah dilaksanakan
pemutakhiran data potensiinvestasi

2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data
potensiinvestasi daerah pada Sistem PIR
(Potensi Investasi Regional)

Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

M aningkatnya jangkauan
promosi penanaman modal

Persentase Peningkatan Investor yang
Berinvestasi

2.18.03-PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Jumlah P enyelenggaraan
Promosi Penanaman M odal

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi
Penanaman M odal Kabupaten/Kota

2.18.03.2.01- Penyelenggaraan Promosi
Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen strategi Promosi
Penanaman M odal Kab/Kota

2.18.03.2.01- Penyelenggaraan Promosi
Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN
SASARAN RPIMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ KETERANGAN
SUBKEGIATAN
YANG RELEVAN
()] (02) (03) (04 (05) (06) (07) (08)

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi
Penanaman M odal Kabupaten/Kota

2.18.03.2.010002 - Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman M odal Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen strategi Promosi
Penanaman M odal Kab/Kota

2.18.03.2.010003 - Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman M odal Kewenangan
Kabupaten/Kota
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M eningkatnya perizinan
berusaha berbasis risiko

Persentase Pelaku Usaha yang
M emperoleh Izin Sesuai Ketentuan

2.18.04 -PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

M eningkatnya Kualitas P elayanan
Perizinan dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi P enentapan Pemberian
Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.18.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat
pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perizinan berusaha
berbasis risiko Lintas Daerah
Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari
Pelaku Usaha

2.18.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang P enanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah P elaku usaha yang M emperoleh
Layanan Konsultasi P erizinan Berusaha
melalui Sistem P erizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik

2.18.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang M endapatkan

P elayanan P erizinan B erusaha melalui
Sistem P erizinan B erusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik

2.18.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi P enentapan Pemberian
Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.18.04.2.010005 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah

Jumlah P elaku Usaha yang M endapatkan

P elayanan P erizinan B erusaha melalui
Sistem P erizinan B erusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik

2.18.04.2.010006 - P enyediaan P elayanan

P erizinan B erusaha melalui Sistem P erizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

Jumlah Pelaku usaha yang M emperoleh
Layanan Konsultasi P erizinan Berusaha
melalui Sistem P erizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik

2.18.04.2.010007 - Penyediaan dan
pengelolaan Layanan ko nsultasi perizinan
berusaha berbasis risiko
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Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat
pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perizinan berusaha
berbasis risiko Lintas Daerah
Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari
Pelaku Usaha

2.18.04.2.010008 - Pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan
berusaha berbasis risiko

Terkendalinya P elaksanaan
Penanaman Modal

Persentase Penyelesaian Permasalahan
dan Hambatan yang Dihadapi P elaku Usaha
dalam M embuka Usaha

2.18.05-PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

M eningkatnya P engendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari P elaku Usaha
yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,
Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari
Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta
Dllakukan Evaluasi P enilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha

2.18.05.2.01- Pengendalian P elaksanaan
Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang M engikuti
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
Implementasi P erizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Pengawasan P erizinan
Berusaha Berbasis Risiko

2.18.05.2.01- Pengendalian P elaksanaan
Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi P elaku Usaha
dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

2.18.05.2.01- Pengendalian P elaksanaan
Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi P elaku Usaha
dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

2.18.05.2.010004 - Penyelesaian
Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi
P elaku Usaha dalam merealisasikan
Kegiatan Usahanya

Jumlah Pelaku Usaha yang M engikuti
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
Implementasi P erizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Pengawasan P erizinan
Berusaha Berbasis Risiko

2.18.05.2.010005 - Bimbingan Teknis kepada
Pelaku Usaha

Jumlah Kegiatan Usaha dari P elaku Usaha
yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,
Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari
Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta
Dllakukan Evaluasi P enilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha

2.18.05.2.010006 - Pengawasan Penanaman
Modal
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M eningkatnya P emanfaatan
dan Informasi Penanaman
Modal

Persentase Pemanfaatan Data dan
Informasi Penanaman M odal

2.18.06 -PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

Terlaksananya P engelolaan Data
dan Informasi P erizinan dan Non

P erizinan yang Terintegrasi

Jumlah Data dan Informasi P erizinan
Berbasis Sistem Pelayanan P erizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

2.18.06.2.01- Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non P erizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan Informasi P erizinan
Berbasis Sistem P elayanan P erizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

2.18.06.2.010002 - Pengolahan, P enyajian
dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

M eningkatnya P elayanan
P ublik

Indeks Kepuasan M asyarakat terhadap
Layanan P erizinan (Nilai)

M eningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan Kualitas

Pelayanan P erangkat Daerah

Nilai IKM Perangkat Daerah

2.18.01- PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2.18.01-PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja P erangkat
Daerah

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang
Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah

2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil P enyelenggaraan
Walidata P endukung Statistik Sektoral
Daerah

2.18.012.01- Perencanaan, P enganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Dokumen P erencanaan P erangkat
Daerah

2.18.012.01- Perencanaan, P enganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Dokumen P erubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Dokumen P erubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah
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Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi P enyusunan Dokumen
RKA-SKPD

2.18.012.01- Perencanaan, P enganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
lkhtisar Realisasi Kinerja SKP D dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja P erangkat
Daerah

2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah

Jumlah Dokumen P erencanaan P erangkat
Daerah

2.18.012.010001- Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

2.18.012.010002 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen P erubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.18.012.010003 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen P erubahan RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKP D dan Laporan
Hasil Koordinasi P enyusunan Dokumen
DPA-SKPD

2.18.012.010004 - Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen P erubahan DP A-SKP D
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2.18.012.010005 - Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP D dan
Laporan Hasil Koordinasi P enyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

2.18.012.010006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja P erangkat
Daerah

2.18.012.010007 - Evaluasi Kinerja P erangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil P enyelenggaraan
Walidata P endukung Statistik Sektoral
Daerah

2.18.012.010008 - P enyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral Daerah
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Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang
Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah

2.18.012.010009 - Pelaksanaan
Pengumpulan Data Statistik Sektoral
Daerah

Tersusunnya Dokumen
Pertanggungjawaban, dan
Terlaksananya P embayaran Gaji

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan

2.18.012.02 - Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

dan Tunjangan ASN
NSPK DAN
SASARAN RPIJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR HR LSS Sl KETERANGAN
SUBKEGIATAN
YANG RELEVAN
(] (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08)

Jumlah Dokumen P enatausahaan dan
P enguijian/Verifikasi Keuangan SKPD

2.18.012.02 - Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

2.18.012.02 - Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKP D dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

2.18.012.02 - Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang M enerima Gaji dan
Tunjangan ASN

2.18.012.02 - Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang M enerima Gaji dan
Tunjangan ASN

2.18.012.02.0001- Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen P enatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2.18.012.02.0003 - P elaksanaan
P enatausahaan dan P engujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

2.18.012.02.0005 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan

2.18.012.02.0006 - Pengelolaan dan
P enyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKP D dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

2.18.012.02.0007 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKP D
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Terpenuhinya Kebutuhan dan
Pengembangan Kompetensi
Pegawai

Jumlah Dokumen P endataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian

2.18.012.05 - Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang M engikuti Bimbingan
Teknis Implementasi P eraturan P erundang-
Undangan

2.18.012.05 - Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang M engikuti Sosialisasi
Peraturan P erundang-Undangan

2.18.012.05 - Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

NSPK DAN
SASARAN RPIMD TUJUAN SASARAN OUTCOME ouTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ KETERANGAN
SUBKEGIATAN
YANG RELEVAN
02 ©) (©3) (©4) (©5) (©6) o7 (©8)

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapan

2.18.012.05 - Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah P aket Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapan

2.18.012.05.0002 - Pengadaan P akaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Dokumen P endataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian

2.18.012.05.0003 - Pendataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Orang yang M engikuti Sosialisasi
Peraturan P erundang-Undangan

2.18.012.05.0010 - Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang M engikuti Bimbingan
Teknis Implementasi P eraturan P erundang-
Undangan

2.18.012.05.0011- Bimbingan Teknis
Implementasi P eraturan P erundang-
Undangan

Terpenuhinya Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Dukungan P elaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

2.18.012.06 - Administrasi Umum P erangkat
Daerah

Jumlah Laporan P enyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKP D

2.18.012.06 - Administrasi Umum P erangkat
Daerah

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan

2.18.012.06 - Administrasi Umum P erangkat
Daerah

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

2.18.012.06 - Administrasi Umum P erangkat
Daerah

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan

2.18.012.06 - Administrasi Umum P erangkat
Daerah

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan

2.18.012.06.0001- P enyediaan Komponen
Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan

2.18.012.06.0004 - Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

50



Jumlah Paket Barang Cetakan dan
P enggandaan yang Disediakan

2.18.012.06.0005 - P enyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Laporan P enyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.18.012.06.0009 - P enyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKP D

Jumlah Dokumen Dukungan P elaksanaan
Sistem Pemerintahan B erbasis Elektronik
pada SKPD

2.18.012.06.0011- Dukungan P elaksanaan
Sistem Pemerintahan B erbasis Elektronik
pada SKPD

NSPK DAN
SASARAN RPIJIMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OuTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ KETERANGAN
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Terkelolanya Barang Milik Daerah
sesuai Norma, Standar, Prosedur
dan Kreteria

Jumlah Paket M ebel yang Disediakan

2.18.012.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Disediakan

2.18.012.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan P erorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan

2.18.012.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

2.18.012.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan

2.18.012.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan P erorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan

2.18.012.07.0001- P engadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Disediakan

2.18.012.07.0002 - P engadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Paket M ebel yang Disediakan

2.18.012.07.0005 - Pengadaan M ebel

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

2.18.012.07.0010 - Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
P endukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan

2.18.012.07.0011- Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
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Terpenuhinya P enyediaan jasa
yang mendukung pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah

Jumlah Laporan P enyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

2.18.012.08 - Penyediaan Jasa P enunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

2.18.012.08 - Penyediaan Jasa P enunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
M enyurat

2.18.012.08 - Penyediaan Jasa P enunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
M enyurat

2.18.012.08.0001- Penyediaan Jasa Surat
M enyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

2.18.012.08.0002 - Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NSPK DAN PROGRAM / KEGIATAN/
SASARAN RPIMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KETERANGAN
SUBKEGIATAN
YANG RELEVAN
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Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
P elayanan Umum Kantor yang Disediakan

2.18.012.08.0004 - Penyediaan Jasa
P elayanan Umum Kantor

Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan P ajak
Kendaraan Barang Milik Daerah

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan P emerintahan
Daerah

Jumlah Kendaraan P erorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan P ajaknya

2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana P endukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi

2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik
Daerah P enunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
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Jumlah Kendaraan P erorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan P ajaknya

2.18.012.09.0001- Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya P emeliharaan, dan
Pajak Kendaraan P erorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

2.18.012.09.0002 - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, P ajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2.18.012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

2.18.012.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana P endukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi

2.18.012.09.0011- Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana P endukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

M eningkatnya kemudahan
berinvestasi

Realisasi Total terhadap Target Investasi

2.18.02-PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

NSPK DAN
SASARAN RPIJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ KETERANGAN
SUBKEGIATAN
YANG RELEVAN
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M eningkatnya P enetapan
Pemberian Fasilitas /Insentif

Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara
Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan
UMKM di daerah

2.18.02.2.01- Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman

M odal yang M enjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman M odal

2.18.02.2.01- Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman

M odal yang M enjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman M odal

2.18.02.2.010001- Penetapan Kebijakan
Daerah M engenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman M odal

Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara
Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan
UMKM di daerah

2.18.02.2.010003 - Fasilitasi Kemitraan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tersedianya Peta Potensi
Investasi

Jumlah daerah yang telah dilaksanakan
pemutakhiran data potensiinvestasi

2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana
Umum Penanaman M odal Daerah
Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah (P erda) Rencana
Umum Penanaman M odal Daerah
Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02.0001- Penyusunan Rencana
Umum Penanaman M odal Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah daerah yang telah dilaksanakan
pemutakhiran data potensi investasi

2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data
potensiinvestasi daerah pada Sistem PIR
(Potensi Investasi Regional)

Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

M aningkatnya jangkauan
promosi penanaman modal

Persentase Peningkatan Investor yang
Berinvestasi

2.18.03-PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Jumlah Penyelenggaraan

Promosi Penanaman M odal

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi
Penanaman M odal Kabupaten/Kota

2.18.03.2.01- Penyelenggaraan Promosi
Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen strategi Promosi
Penanaman M odal Kab/Kota

2.18.03.2.01- Penyelenggaraan Promosi
Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

SASNASRF;\KND:P’?I]M D TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ KETERANGAN
SUBKEGIATAN
YANG RELEVAN
(09 (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi
Penanaman M odal Kabupaten/Kota

2.18.03.2.010002 - P elaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman M odal Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen strategi Promosi
Penanaman M odal Kab/Kota

2.18.03.2.010003 - Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman M odal Kewenangan
Kabupaten/Kota

M eningkatnya perizinan
berusaha berbasis risiko

Persentase Pelaku Usaha yang
M emperoleh Izin Sesuai Ketentuan

2.18.04-PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

M eningkatnya Kualitas P elayanan

Perizinan dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penentapan Pemberian
Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.18.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

54



Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat
pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perizinan berusaha
berbasis risiko Lintas Daerah
Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari
Pelaku Usaha

2.18.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Pelaku usaha yang M emperoleh
Layanan Konsultasi P erizinan Berusaha
melalui Sistem P erizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik

2.18.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang M endapatkan
Pelayanan P erizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik

2.18.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penentapan Pemberian
Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.18.04.2.010005 - Koordinasi dan
Sinkronisasi P enetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah

Jumlah Pelaku Usaha yang M endapatkan
Pelayanan P erizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik

2.18.04.2.010006 - P enyediaan P elayanan
Perizinan Berusaha melalui Sistem P erizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

Jumlah Pelaku usaha yang M emperoleh
Layanan Konsultasi P erizinan Berusaha
melalui Sistem P erizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik

2.18.04.2.010007 - Penyediaan dan
pengelolaan Layanan konsultasi perizinan
berusaha berbasis risiko

NSPK DAN
PROGRAM / KEGIATAN /
TUJUAN ASARAN ME P INDIKATOR KETERANGAN
SASARAN RPIMD uJu SASARA ouTCOl OUTPUT ol T ERANG
YANG RELEVAN
) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat
pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perizinan berusaha
berbasis risiko Lintas Daerah
Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari
Pelaku Usaha

2.18.04.2.010008 - Pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan
berusaha berbasis risiko

Terkendalinya P elaksanaan
Penanaman Modal

Persentase Penyelesaian Permasalahan
dan Hambatan yang Dihadapi P elaku Usaha
dalam M embuka Usaha

2.18.05-PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
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M eningkatnya P engendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari P elaku Usaha
yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,
Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari
Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta
Dllakukan Evaluasi P enilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha

2.18.05.2.01- Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang M engikuti
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
Implementasi P erizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

2.18.05.2.01- Pengendalian P elaksanaan
Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah P enyelesaian Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi P elaku Usaha
dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

2.18.05.2.01- Pengendalian P elaksanaan
Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi P elaku Usaha
dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

2.18.05.2.010004 - Penyelesaian

P ermasalahan dan Hambatan yang dihadapi
P elaku Usaha dalam merealisasikan
Kegiatan Usahanya

Jumlah Pelaku Usaha yang M engikuti
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
Implementasi P erizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Pengawasan P erizinan
Berusaha Berbasis Risiko

2.18.05.2.010005 - Bimbingan Teknis kepada
Pelaku Usaha

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,
Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari
Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta
Dllakukan Evaluasi P enilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha

2.18.05.2.010006 - Pengawasan P enanaman
Modal

NSPK DAN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR HRS A INE AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN
YANG RELEVAN
0 ©2 (03 (04 (©5) (©6) ©7) (©8)

M eningkatnya P emanfaatan
dan Informasi Penanaman
Modal

Persentase Pemanfaatan Data dan
Informasi Penanaman M odal

2.18.06 -PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

Terlaksananya Pengelolaan Data
dan Informasi P erizinan dan Non

Perizinan yang Terintegrasi

Jumlah Data dan Informasi P erizinan
Berbasis Sistem Pelayanan P erizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

2.18.06.2.01- Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non P erizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan Informasi P erizinan
Berbasis Sistem Pelayanan P erizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

2.18.06.2.010002 - P engolahan, P enyajian
dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
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TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Bidang
Urusan/Program/Kegiatan/
Subkegiatan

Indikator

Definisi Operasional

Formulasi

Baseline Tahun

Target dan Pagu Indikatif Tahun

2024

2026

2027

2028

2029

2030

PD

Target

Pagu

Target

Pagu

Target

Pagu

Target

Pagu

Target

Pagu

Jawab

PENANAMAN MODAL

8,809,618,252.68

8,909,618,252.68

9,009,618,252.68

9,109,618,252.68

9,209,618,252.68

2.18.02 PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

Realisasi Total Terhadap
Target Investasi

ukuran yang digunakan untuk
mengetahui seberapa besar
investasi yang direalisasikan
dibandingkan dengan target

[Jumlah Realisasi Investasi pada
tahun berkenaan dibagi jumlah
target investasi pada tahun
berkenaan dikali seratus persen

100%

200,000,000

100%

157,270,000

100%

163,828,014.50

100%

170,309,309.41

100%

176,852,711.82

Fungsional Ahli
Madya/PPTK

2.18.02.2.01 Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Penetapan
Pemberian Fasilitas / Insentif
di bidang penanaman modal

ukuran yang digunakan untuk
mengetahui seberapa besar
fasilitas atau insentif yang
diberikan kepada investor
dibandingkan dengan total
investasi yang masuk

Jumlah Fasilitas / Insentif yang

kali 100%

diberikan di bagi Total Investasi di

100%

100%

100,000,000

100%

81,135,000

100%

82,055,882.25

100%

82,931,418.51

100%

83,843,664.12

Fungsional Ahli
Madya/PPTK

2.18.02.2.01.0001 Penetapan
Kebijakan Daerah Mengenai

Jumlah Peraturan
Daerah/Provinsi dalam

Pemberian Insentif adalah
dukungan kebijakan fiskal dari

Pemberian dan
Kemudahan Penanaman Modal

Kemudahan Penanaman Modal

tah Daerah kepada
Masyarakat dan/atau Investor
untuk meningkatkan investasi di
daerah. Pemberian insentif
dan/atau kemudahan kepada
Masyarakat dan/atau investor
diatur dengan peraturan daerah.
Hal tersebut mempedomani
Peraturan Pemerintah
Pemerintah Nomor 24 Tahun
2019 tentang Pemberian Insentif
dan Kemudahan Investasi di
Daerah Pasal 7

Menghitung jumlah peraturan yang
ada di daerah/propinsi yang terkait
[dengan pemberian fasilitas, insentif
dan Kemudahan penanaman modal

2 Dokumen

1 Dokumen

50,000,000

1 Dokumen

50,567,500.00

1 Dokumen

51,141,441.13

1 Dokumen

51,687,120.30

1 Dokumen

52,255,678.63

Fungsional Ahli
Madya/PPTK

2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi
Kemitraan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah Kesepakatan Kemitraan
antara Usaha Besar
(PMA/PMDN) dengan UMKM di
daerah

Kemitraan adalah kerja sama
dalam keterkaitan usaha, baik
langsung maupun tidak langsung,
atas dasar prinsip saling
memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan
menguntungkan yang
melibatkan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah terutama dimana
Usaha Besar berinvestasi. Pola
Kemitraan yang dilaksanakan
dapat melalui:

inti- perdagangan distribusi dan
rantai bentuk kemitraan lain.
Penjelasan lebih lanjut terdapat
dalam Peraturan BKPM Nomor 1
Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kemitraan di Bidang|
Penanaman Modal antar Usaha
Besar dengan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah di Daerah

Jumlah pertemuan kemitraan dan
ljumlah pelaku usaha yang terlibat
yang difasilitasi oleh pemerintah
kabupaten/kota

1 Dokumen

1 Dokumen

50,000,000

1 Dokumen

30,567,500

1 Dokumen

30,914,441.13

1 Dokumen

31,244,298.21

1 Dokumen

31,587,985.49

Fungsional Ahli

Madya/PPTK

2.18.02.2.02 Pembuatan Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Peta
Potensi Investasi

Jumlah dokumen yang

kan potensi
investasi di suatu daerah,
termasuk informasi tentang
peluang investasi, sektor-
sektor yang menjanjikan, dan
kondisi infrastruktur yang

Ing investasi

[Jumlah Dokumen Peta potensi
investasi untuk setiap sektor dan
jumlah dokumen peta potensi
investasi untuk setiap daerah.

100%

100%

100,000,000

100%

76,135,000

100%

81,772,132.25

100%

87,377,890.90

100%

93,009,047.70

Fungsional Ahli

Madya/PPTK
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2.18.02.2.02.0001 Penyusunan
Rencana Umum Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota

| Jumlah Peraturan Daerah
(Perda) Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Rencana Umum Penanaman
Modal Kabupaten/Kota, yang
selanjutnya disingkat RUPMK,
adalah dokumen perencanaan
penanaman modal daerah
kabupaten/kota yang disusun dan
ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan Rencana Umum
Penanaman Modal Provinsi dan
prioritas pengembangan potensi
kabupaten/kota. RUPMK disusun
oleh perangkat daerah
kabupaten/kota yang membidangi
urusan penanaman modal dan
ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Biaya yang diperlukan untuk
penyusunan RUPMK dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten/Kota yang
bersangkutan. Penjelasan lebih
lanjut terdapat dalam Lampiran
Peraturan BKPM Nomor 9 Tahun
2012 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Provinsi Dan
Rencana Umum Penanaman
Modal K:

Menghitung Jumlah Peraturan Daerah|
yang ada di Kabupaten/Kota yang
mengatur tentang RUPM

1 Dokumen

1 Dokumen

50,000,000

1 Dokumen

25,567,500

1 Dokumen

25,857,691.13

1 Dokumen

26,133,592.69

1 Dokumen

26,421,062.21

Fungsional Ahli
Madya/PPTK

2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran
data potensi investasi daerah pada
Sistem PIR (Potensi Investasi
Regional)

[ Jumlah daerah yang telah
dilaksanakan pemutakhiran data
potensi investasi

ata
Data potensi investasi adalah
data yang menginformasikan
ketersediaan sumber daya
namun belum tergali optimal.
'Sedangkan data peluang
investasi adalah data potensi
investasi yang siap ditawarkan
kepada calon investor. Data
tersebut kemudian diinput ke
dalam aplikasi SIPID. Sistem
Informasi Potensi Investasi
Daerah yang selanjutnya
disingkat SIPID adalah Sistem
Informasi berbasis situs (website)
yang berfungsi untuk

diakan informasi

jumlah daerah yang telah
dilaksanakan pemutahiran data
potensi investasi dapat diukur dengan
menghitung jumlah daerah yang telah
melakukan pemutahiran data

Potensi Penanaman

Modal dan Peluang Penanaman
Modal dalam pengembangan
potensi daerah. Penjelasan lebih
lanjut terdapat dalam Peraturan
Kepala BKPM No. 9 Tahun 2017
tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelaksanaan Kegiatan
Pengembangan Iklim Penanaman|
Modal pasal 10 s.d. 14

n/a

na

1 Daerah

20,000,000

1 Daerah

25,000,000.00

1 Daerah

30,000,000.00

1 Daerah

35,000,000.00

Fungsional Ahli
Madya/PPTK

2.18.02.2.02.0004 Penyusunan
Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

Peta Potensi Investasi adalah
lgambaran singkat terkait potensi
dan peluang investasi,
diantaranya adalah gambaran
singkat usaha, titik koordinat
lokasi, visualisasi, nilai investasi,
aspek keuangan, aspek legalitas,
aspek pasar dan bentuk
kerjasama serta investasi Potensi|
Penanaman Modal adalah
ketersediaan sumber daya yang
masih belum tergali yang terdapat|
pada suatu daerah yang
mempunyai nilai ekonomi.
Pengembangan Potensi dan
Peluang Penanaman Modal
adalah kegiatan identifikasi dan
pemetaan potensi dan peluang
penanaman modal, ketersediaan
lahan, sarana dan prasarana
penunjang Penanaman Modal
serta pendokumentasiannya
termasuk secara elektronik dalam
aplikasi SIPID (Sistem Informasi
Potensi Investasi Daerah).
SIPID adalah Sistem Informasi
berbasis situs (website) yang
berfungsi untuk menyediakan

i i i Dotensi

[Jumlah Dokumen Peta potensi
investasi untuk setiap sektor dan
ljumlah dokumen peta potensi
investasi untuk setiap daerah.

1 Dokumen

1 Dokumen

50,000,000

1 Dokumen

30,567,500

1 Dokumen

30,914,441.13

1 Dokumen

31,244,298.21

1 Dokumen

31,587,985.49

Fungsional Ahli
Madya/PPTK
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2.18.03 PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Persentase peningkatan
investor yang berinvestasi

Persentase peningkatan
Investor yang berinvestasi
adalah ukuran yang digunakan

[Jumlah Peningkatan Investor = (
[Jumlah Investor Periode Sekarang
- Jumlah Investor Periode

untuk i seberapa
besar peningkatan jumlah
investor yang berinvestasi
dalam periode tertentu

ya ) / Jumlah Investor
Periode Sebelumnya ) x 100 %

28%

35%

377,581,556.68

38%

351,867,107.35

40%

355,860,799.02

45%

359,657,833.74

50%

363,614,069.91

Fungsional Ahli
Madya/PPTK

2.18.03.2.01 Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Modal

Persentase Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Modal
adalah ukuran yang digunakan
untuk mengetahui seberapa
besar proporsi kegiatan
promosi yang dilakukan
dibandingkan dengan dengan
target atau rencana yang telah

Persentase Penyelenggaraan
Promosi = (Jumlah Kegiatan
Promosi yang dilakukan / Target
[Jumlah Kegiatan Promosi ) x 100%

100%

100%

377,581,557

100%

351,867,107

100%

355,860,799

100%

359,657,833.74

100%

363,614,069.91

Fungsional Ahli
Madya/PPTK

2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan
Kegiatan Promosi Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/Kota

| Jumlah Dokumen Hasil
Kegiatan Promosi Penanaman
Modal Kabupaten/Kota

Promosi Penanaman Modal
selanjutnya disebut Promosi
adalah segala bentuk komunikasi
yang digunakan untuk
menginformasikan, dan/atau
meyakinkan tentang potensi dan
peluang serta iklim Penanaman
Modal kepada pemangku
kepentingan baik di dalam
maupun luar negeri. Penjelasan
lebih lanjut terdapat dalam
Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pedoman dan Tata
Cara Promosi Penanaman Modal
Pasal 16 s.d. 28

[Jumlah pameran, seminar dan
konferensi yang dilaksanakan dan
diikuti dan jumlah brosur/majalah,
video dan situs web yang dibuat

6 Dokumen

3 Dokumen

327,581,556.68

3 Dokumen

301,299,607.35

3 Dokumen

304,719,357.89

3 Dokumen

307,970,713.44

3 Dokumen

311,358,391.29

Fungsional Ahli
Madya/PPTK

2.18.03.2.01.0003 Penyusunan
Strategi Promosi Penanaman Modal
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen strategi
Promosi Penanaman Modal
Kab/Kota

Promosi Penanaman Modal
selanjutnya disebut Promosi
adalah segala bentuk komunikasi
lyang digunakan untuk
menginformasikan, dan/atau
meyakinkan tentang potensi dan
peluang serta iklim Penanaman
Modal kepada pemangku
kepentingan di dalam negeri
Untuk penyelarasan proses
strategi Promosi dalam rangka
mendorong

peningkatan Minat Investasi,
maka Pemerintah Daerah melalui
DPMPTSP melakukan koordinasi
dengan Pemerintah Pusat.
Perumusan strategi Promosi
sebagaimana

meliputi: penyusunan Analisis
negara sumber modal dan
penyusunan Analisis Negara
Pesaing. Penjelasan lebih lanjut
terdapat dalam Peraturan BKPM
Nomor Tahun 2019 tentang
Pedoman dan Tata Cara Promosi|
Penanaman Modal Pasal 4 s.d.
11

Tersedianya dokumen yang memuat
strategi promosi untuk meningkatkan
investasi di daerah

2 Dokumen

1 Dokumen

50,000,000

1 Dokumen

50,567,500.00

1 Dokumen

51,141,441.13

1 Dokumen

51,687,120.30

1 Dokumen

52,255,678.63

Fungsional Ahli
Madya/PPTK

2.18.04 Program Pelayanan
Penanaman Modal

Persentase Pengelolaan
Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan yang
terintegrasi pada tingkat
Daerah Kabupaten /Kota

Serangkaian tindakan, proses,
dan fasilitas yang disediakan
Pemerintah untuk
memfasilitasi dan mendukung
kegiatan penanaman modal
(investasi) mulai dari tahap
perencanaan, perizinan,
pelaksanaan, hingga
pengembangan usaha investor

Persentase Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan Non
Perizinan yang terintegrasi pada
tingkat Daerah Kabupaten /Kota =
{(Jumlah Jenis Perizinan yang
datanya terintegrasi - jumlah jenis
perizinan yang ditolak/proses) /
(Total Jumlah Jenis Perizinan &
Non Perizinan yang datanya
terintegrasi)} x 100%

97,6%

98,5%

Rp

610,000,000

988% |Rp

566,923,500

99% Rp

573,358,081.73

99%

579,475,812.46

100%

585,850,046.39

Jabatan
Fungsional/Jabatan
Pelaksana
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2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota

Jumlah Dokumen
Pengelolaan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem
Terintegrasi Secara
Elektronik

totalitas berkas atau catatan
digital yang dihasilkan dan
digunakan dalam proses
pengelolaan, pengajian
(analisis), dan pemanfaatan
data serta informasi terkait
perizinan dan non perizinan
lyang seluruhnya dilakukan
melalui suatu sistem elektronik
yang terintegrasi

[Jumlah Dokumen Pengelolaan,
Penyajian dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem
Terintegrasi Secara Elektronik =
Jumlah total pengelolaan + jumlah
Dokumen Penyajian + Jumlah
Dokumen Pemanfaatan

4 Dokumen

1 Dokumen

610,000,000

566,923,500

Rp

573,358,081.73

Rp

579,475,812.46

Rp

585,850,046.39

Jabatan
Fungsional/Jabatan
Pelaksana

2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan
Sinkronisasi Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah

| Jumlah kegiatan koordinasi dan
Sinkronisasi Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
Daerah yang dilaksanakan

Pemberian insentif adalah
dukungan dari Pe i

[ Jumlah kegiatan koordinasi dan

Daerah kepada penanam modal
dalam rangka mendorong
peningkatan penanaman modal di
daerah. Bentuk pemberian
insentif dan fasilitas disesuaikan
dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2019 tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi
di Daerah Pasal 6

i Penetapan P
Fasilitas/Insentif Daerah yang
dilaksanakan = kegiatan koordinasi +
sinkronisasi

1 Dokumen

1 Dokumen

100,000,000

101,135,000

Rp

102,282,882.25

Rp

103,374,240.60

Rp

104,511,357.25

Jabatan
Fungsional/Jabatan
Pelaksana

2.18.04.2.01.0006 Penyediaan
Pelayanan Perizinan Berusaha
melalui Sistem Perizinan Berusaha

is Risiko Teri secara
Elektronik

Jumlah Pelaku Usaha yang
Mendapatkan Pelayanan
Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

Perizinan Berusaha adalah
legalitas yang diberikan kepada
Pelaku Usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau
kegiatannya. Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko adalah Perizinan
Berusaha berdasarkan tingkat
Risiko kegiatan usaha. Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Online Single
'Submission) yang selanjutnya
disebut Sistem OSS adalah
sistem elektronik terintegrasi
yang dikelola dan
diselenggarakan oleh Lembaga
0SS untuk penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

Penyelenggaraan pelayanan
perizinan berusaha mencakup
Perizinan Berusaha Berbasis
dan Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha.
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko terdiri atas Sertifikat
Standar dan Izin Perizinan
Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha mencakup

tandar usaha dan/atau standar

Jumlah Perizinan Berusaha dan non
berusaha yang mengejukan izin
melalui Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik melalui Sistem = Jumlah
Permohonan izin usaha melalui OSS-
RBA + SIMBG

4987 Pelaku Usaha

4500 Pelaku
Usaha

P}

180,000,000

)

182,043,000

Rp

184,109,188.05

Rp

186,073,633.09

Rp

188,120,443.05

Jabatan
Fungsional/Jabatan
Pelaksana

2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan
pengelolaan Layanan konsultasi
perizinan berusaha berbasis risiko

Jumlah Pelaku usaha dan
tenaga kesehatan yang
Memperoleh Layanan
Konsultasi dan memperoleh izin
melalui Perizinan Berusaha
melalui Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik

Pelayanan konsultasi diberikan
oleh Lembaga OSS,
kementerian/lembaga, dan
pemerintah daerah memberikan
fasilitasi Perizinan Berusaha
kepada Pelaku Usaha terutama
UMK-M. Dalam rangka
memberikan fasilitasi harus
menyediakan tempat dan petugas
dan tidak dikenakan biaya.
Penjelasan lebih lanjut mengenai
pengelolaan layanan konsultasi
perizinan berusaha berbasis
risikoterdapat dalam Peraturan
Kepala BKPM Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko pada Pasal 89 s.d. 91

Jumlah pelaku usaha dan tenaga
kesehatan yang memanfaatkan
layanan konsultasi perizinan
berusaha berbasis risiko melalui
Sistem = Jumlah Permohonan
perizinan berusaha dan Non
Perizinan yang terbit melalui OSS-
RBA + SICANTIK + SIMBG

6021 Pelaku Usaha

6000 Pelaku
Usaha

o

100,000,000

P}

101,135,000

Rp

102,282,882.25

Rp

103,374,240.60

Rp

104,511,357.25

Jabatan
Fungsional/Jabatan
Pelaksana

60




2.18.04.2.01.0008 Pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan di
bidang perizinan berusaha berbasis
risiko

JJumlah Kegiatan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perizinan
berusaha berbasis risiko Lintas
Daerah Kabupaten/Kota bagi
Kegiatan Usaha Dari Pelaku
Usaha

Pemantauan, Analisis, Evaluasi,
dan Pelaporan dilakukan dalam
bentuk pengawasan di bidang
perizinan berusaha berbasis
risiko kepada seluruh pelaku
usaha. Terkhusus untuk pelaku
usaha dalam hal lokasi usaha
berada di Kawasan Industri
dan/atau KEK, kewajiban
dokumen lingkungan yang harus
dibuat oleh Pelaku Usaha adalah
berupa RKL Rinci dan RPL Rinci.
Penjelasan lebih lanjut terdapat
dalam Peraturan Kepala BKPM
Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko pada Pasal 31.
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dilakukan berdasarkan
penetapan tingkat Risiko dan
peringkat skala kegiatan usaha
meliputi UMK-M dan/atau
usaha besar yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Pengawasan adalah upaya untuk

Jumlah kegiatan Pemantauan

Pemenuhan Komitmen Perizinan dan

Non Perizinan = Jumlah kegiatan
pemantauan

43 Kegiatan Usaha

30 Kegiatan
Usaha

230,000,000

35 Kegiatan
Usaha

P}

P

182,610,500

40 Kegiatan

Usaha Rp

184,683,129.18

45 Kegiatan

Usaha Rp

186,653,698.16

47 Kegiatan

Usaha Rp

188,706,888.84

Jabatan
Fungsional/Jabatan
Pelaksana

2.18.05 PROGRAM
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

1.2.3 Persentase
Penyelesaian Permasalahan
dan Hambatan Yang dihadapi
Pelaku Usaha dalam
Membuka Usaha

Proses memantau dan
mengawasi pelaksanaan

1 modal untuk
memastikan kesesuaian
dengan rencana dan peraturan
yang berlaku ,Proses realisasi
investasi yang telah
direncanakan dan disetujui
oleh pihak terkait dan
Rangkaian kegiatan yang
dirancang untuk memantau
dan mengawasi pelaksanaan

1 modal.

Persentase

program = Target

100 %

terlaksanannya|
kegiatan di
kurang program terlaksana di bagi

100%

100%

350,000,000

353,972,500.00

100%

357,990,087.88

361,809,842.11

365,789,750.38

Jabatan
Fungsional/Jabatan
Pelaksana

2.18.05.2.01 Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pengendalian
Pelaksanaan P !

[Jumlah kegiatan Penyelesaian
Per dan

Jumlah  kegiatan
Per 1 dan H

Modal

lyang dihadapi Pelaku Usaha
dalam mer i Kegiatan

Usahanya, Bimbingan Teknis
kepada Pelaku Usaha dan
Pengawasan Penanaman
Modal yang akan dilaksanakan.

Usahanya, Bimbingan
kepada Pelaku Usaha
Pengawasan

kegiatan
pelaku
bimtek dibagi 100%

yang

Penyelesaian
yang
dihadapi Pelaku Usaha dalam|
merealisasil Kegiatan
Teknis

dan 100%
Penanaman Modal
yang akan dilaksanakan dikurang
terlaksana dan
usaha yang mengikuti

100%

350,000,000

100%

353,972,500

100%

357,990,087.88

100%

361,809,842.11

100%

365,789,750.38

Jabatan
Fungsional/Jabatan
Pelaksana

2.18.05.2.01.0004 I 1

Jumlah lesaian

Permasalahan dan Hambatan yang
dihadapi Pelaku Usaha dalam
merealisasikan Kegiatan Usahanya

Permasalahan dan Hambatan
yang dihadapi Pelaku Usaha
dalam merealisasikan Kegiatan
Usahanya

Daerah wajib
i dan

Jumlah Terlaksananya Penyelesaian|

dan

permasalahan di bidangnya
dalam Peraturan

dihadapai pelaku usaha = Jumlah

masalah

Pemerintah ini sesuai dengan

peraturan
undangan. Dalam hal
penyelesaikan permasalahan dan
hambatan Pemda berwenang
untuk menetapkan keputusan
dan/atau melakukan tindakan
yang diperlukan dalam rangka
penyelesaian hambatan dan
permasalahan dimaksud
sepanjang sesuai dengan asas-
asas umum pemerintahan yang
baik. Hal ini merupakan amanat
dari Peraturan Pemerintah Nomor|
5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Pasal
313

pelaku usaha yang dapat|

9 Kegiatan Usaha

15 Kegiatan
Usaha

100,000,000

20 Kegiatan
Usaha

101,135,000

25 Kegiatan
Usaha

102,282,882.25

30 Kegiatan
Usaha

103,374,240.60

35 Kegiatan
Usaha

104,511,357.25

Jabatan
Fungsional/Jabatan
Pelaksana
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2.18.05.2.01.0005 Bimbingan
| Teknis kepada Pelaku Usaha

Jumlah Pelaku Usaha yang
Mengikuti Bimbingan Teknis/
Sosialisasi Implementasi
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko

Kegiatan bimbingan teknis
kepada Pelaku Usaha adalah
kegiatan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia Pelaku
Usaha Penanaman Modal Asing
(PMA) dan PMDN yang berlokasi
di masing-masing daerah baik
provinsi/kabupaten/kota terkait
dengan kegiatan pelaksanaan
Penanaman Modal. Kegiatan
bimbingan teknis meliputi :
1.bimbingan teknis/sosialisasi
implementasi Perizinan Berusaha|
berbasis Risiko, yang meliputi:

Jumlah Kehadiran peserta Bimtek =
Surat undangan yang di edarkan
kepelaku usaha di kurang Peserta
yang hadir

Jabatan
subsistem pelayanan subsistem 245 Pelaku Usaha | 160 Pelaku 150,000,000 | 200 Pelaku 151,702,500 | 240 Pelaku 153,424,323.38 | 280 Pelaku 155,061,360.01 | 320 Pelaku 156,767,035.88 |  FungsionallJabatan
Perizinan Perizinan Berusaha Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha Pelaksana
berbasis persyaratan dasar
Perizinan hak kriteria gambaran
umum Sistem alur permohonan
Perizinan Berusaha dan
Perizinan Berusaha untuk
Mendukung Kegiatan Usaha (PB-
UMKU); dan media layanan
konsultasi Perizinan Berusaha
berbasis risiko.
2.bimbingan teknis/sosialisasi
implementasi pengawasan
Perizinan Berusaha berbasis
Risiko, yang meliputi:
rutin dan
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pengawasan adalah upaya untuk |Jumlah Terlaksananya Pengawasan
Penanaman Modal Pelaku Usaha yang Telah memastikan pelaksanaan Penanaman Modal = Jumlah
Dianalisa dan Diverifikasi Data, |kegiatan usaha sesuai dengan  |Kegiatan Pengawasan yang dilakukan|
Profil dan Informasi Kegiatan  |standar pelaksanaan kegiatan kepada pelaku usaha yang Telah
Usaha dari Pelaku Dllakukan usaha yang dilakukan melalui Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil
Inspeksi Lapangan ; serta pendekatan berbasis Risiko dan  |dan Informasi Kegiatan Usaha dari
Dllakukan Evaluasi Penilaian  |kewajiban yang harus dipenuhi  |Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ;
Kepatuhan Pelaksanaan oleh Pelaku Usaha. Perangkat  |serta Dllakukan Evaluasi Penilaian
Perizinan Berusaha pengawasan dlatur‘dalam Pasal |Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan » ‘ ) . Jabatan
[0S 16, FEMEG GENLS) | e 15 kegiatan Usaha | 5 Kegiatan 100,000,000 | 20 Kegiatan 101,135,000 | 2 Kegiatan 102,282,882,25 | 30 Kediatan 103,374,240,60 | 35 Kegiatan 104511,357.25 | FungsionaliJabatan
administrative kepada Pelaku Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha
. Pelaksana
Usaha sesuai pada Pasal 46 s.d.
63 dalam Peraturan Kepala
BKPM Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko. Merupakan
Kodefikasi yang digunakan untuk
DAK Nonfisik
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase P 1 Proses per ilan, Persentase Dokumen Pengolahan,
DATA DAN SISTEM INFORMASI |Data dan Informasi penyimp: 1, pengolahan, dan|Penyajian dan Pemanfaatan Datal
PENANAMAN MODAL Penanaman Modal pemanfaatan data penanaman [dan Informasi Perizinan Berbasis
modal untuk mendukung Sistem Pelayanan Perizinan
pengambilan keputusan, Berusaha Terintegrasi secara
Sistem yang dirancang untuk [Elektronik
mengelola data penanaman
modal dan menyediakan 100% 100% 50,000,000 100% 50,567,500 100% 51,141,441.13 100% 51,687,120.30 100% 52,255,678.63
informasi yang akurat dan
tepat waktu dan Rangkaian
kegiatan yang dirancang untuk
mengelola data penanaman
modal dan mengembangkan
sistem informasi yang efektif.
Pengelolaan Data dan Informasi |Persentase Pengelolaan [Jumlah Pengelolaan data dan |Persentase Dokumen Pengelolaan
Perizinan dan Non Perizinan Data dan Informasi Perizinan |informasi perizinan dan non Data dan Informasi Perizinan dan
yang Terintegrasi pada Tingkat |dan Non Perizinan yang perizinan yang dilakukan pada [Non Perizinan yang Terintegrasi 100% 100% 50,000,000 100% 50,567,500 100% 51,141,441.13 100% 51,687,120.30 100% 52,255,678.63
Daerah Kabupaten/Kota Terintegrasi tingkat pemerintah daerah pada Tingkat Daerah
kabupaten/kota. Kabupaten/Kota
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Jumlah Data dan Informasi Penyajian dan Dokumen pengelolahan, Penyajian|
Penyajian dan Pemanfaatan Data  |Perizinan Berbasis Sistem Pemanfaatan data dan/atau dan pemanfaatan data = dokumen
dan Informasi Perizinan Berbasis  |Pelay Perizinan i i a data telah di verifikasi dan divalidasi.
Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik  [dimaksud dilakukan terintegrasi Jabatan
Terintegrasi secara yang Diolah, Dikaji dan secara elektronik dengan 1 Dokumen 2 Dokumen 50,000,000 | 2 Dokumen 50,567,500 | 2 Dokumen 51,141,441.13 | 2 Dokumen 51,687,120.30 | 2 Dokumen 52,255,678.63 | Fungsional/Jabatan
Elektronik Dimanfaatkan Pelaksana

mengedepankan prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan

berbagi data (data sharing).

g Y A
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3. Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

3.1 Nilai SAKIP DPMPTSP

Nilai SAKIP perangkat daerah
adalah hasil penilaian Sistem

Hasil Penilaian Tim Evaluasi AKIP
yang dituangkan dalam LHE SAKIP

Kabupaten/Kota [Akuntabilitas Kinerja Instansi  |Perangkat Daerah
Pemerintah (SAKIP) yang 59.60 70,3 7,222,036,696 73.9 7,429,017,645.33 76,5 7,507,439,828.436 77.8 7,586,678,334.652 80.7 7,665,255,995.558 | Sekretariat DPMPTSP
merupakan integrasi dari
perencanaan, penganggaran,
dan pelaporan kinerja
Nilai IKM DPMPTSP Nilai IKM perangkat daerah Hasil Pengolahan dari bagian
adalah hasil survey yang organisasi 96.00 96,5 96.7 97 97.2 97.5
dilakukan perangkat daerah
3.1 Perencanaan, Penganggaran, (3.1 Persentase Dokumen Jumlah Dokumen Persentase Dokumen
dan Evaluasi Kinerja Perangkat |Perencanaan, Penganggaran [Perencanaan, Penganggaran |Perencanaan, Penganggaran
Daerah dan Evaluasi yang dan Evaluasi yang disusun sub [dan Evaluasi yang diselesaikan
diselesaikan tepat waktu bagian penyusunan program [tepat waktu = Jumlah Dokumen
[T T (AN (FENE | [FEREEE, (RAI G 100% 100% 96,000,000|  100% 97,089,600  100% 98,191,566.95|  100% 09,239,270.98|  100% 100,330,902.96| Sub Bagian Sunram
tahun berjalan dan Evaluasi yang diselesaikan
tepat waktu dibagi jumlah seluruh
dokumen Dokumen
Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi yang disusun
3.1.1 Penyusunan Dokumen 3.1.1 Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan I Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah yang terdiri Perangkat daerah = Jumlah
Daerah atas Rancangan Awal, keseluruhan Dokumen Perencanaan
Rancangan dan Rancangan Akhir[DPMPTSP yang disusun sub bagian
Renstra dan Renja, Renja penyusunan program dan anggaran 6 Dokumen 2 Dokumen 8,000,000| 2 Dokumen 8,090,800 | 2 Dokumen 8,182,630.58 | 2 Dokumen 8,269,939.25 | 2 Dokumen 8,360,908.58| Sub Bagian Sunram
Perubahan di tahun berjalan, pada tahun berjalan
perjanjian kinerja dan dokumen
perencanaan lainnya sesuai
arahan untuk disusun
3.1.2 Koordinasi dan Penyusunan  |3.1.2 Jumlah Dokumen RKA-  ([Dokumen RKA DPMPTSP yang |Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Dokumen RKA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil direncanaka, diinput dalam Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi Penyusunan aplikasi SIPD dan ditetapkan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD =
Dokumen RKA-SKPD pada tahun anggaran yang Jumlah keseluruhan Dokumen RKA 1 Dokumen 1 Dokumen 4,000,000 1 Dokumen 4,045,400 | 1 Dokumen 4,091,315.29 | 1 Dokumen 4,134,969.62 | 1 Dokumen 4,180,454.29| Sub Bagian Sunram
ditetapkan DPMPTSP yang disusun dan
ditetapkan pada tahun berjalan
3.1.3 Koordinasi dan Penyusunan  (3.1.3 Jumlah Dokumen Dokumen Penyermpurnaan RKA |Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |Perubahan RKA SKPD dan dan Perubahan RKA yang SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Laporan Hasil Koordinasi direncanakan, diinput dalam Penyusunan Dokumen Perubahan
Penyusunan Dokumen aplikasi SIPD dan ditetapkan  |RKA-SKPD = Jumlah keseluruhan 1 Dokumen 1 Dokumen 2,000,000| 1 Dokumen 2,022,700 | 1 Dokumen 2,045,657.65 | 1 Dokumen 2,067,484.81 | 1 Dokumen 2,090,227.15| Sub Bagian Sunram
Perubahan RKA-SKPD pada tahun anggaran yang Dokumen Penyempurnaan dan
ditetapkan Perubahan RKA DPMPTSP yang
disusun dan ditetapkan pada tahun
berialan
3.1.4 Koordinasi dan Penyusunan |3.1.4 Jumlah Dokumen DPA-  ([Dokumen DPA DPMPTSP yang |Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
DPA- SKPD 'SKPD dan Laporan Hasil direncanakan, diinput dalam Laporan Hasil Koordinasi
EaE ES P S ST D Gl dlii e FERISIRER PRI RS | g perrey 1 Dokumen 4,000,000| 1 Dokumen 4,045,400 | 1 Dokumen 4,091,315.29 | 1 Dokumen 4,134,969.62 | 1 Dokumen 4,180,454.29| Sub Bagian Sunram
Dokumen DPA-SKPD pada tahun anggaran yang Jumlah keseluruhan Dokumen DPA
ditetapkan DPMPTSP yang disusun dan
ditetapkan pada tahun berjalan
3.1.5 Koordinasi dan Penyusunan  {3.1.5 Jumlah Dokumen Dokumen Penyempurnaan DPA |Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA SKPD dan dan Perubahan DPA Bappeda [SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Laporan Hasil Koordinasi yang direncanaka, diinput dalam |Penyusunan Dokumen Perubahan
::':;;‘::’égi’f;’;gg ;gz’;af;hi':':n‘é:;‘if;ﬁ;an gzg ;ﬁ:g;ﬂj:xm::ﬁ“gsga;an 1Dokumen | 1 Dokumen 3,000,000| 1 Dokumen 3,034,050 | 1 Dokumen 3,068,486.47 | 1 Dokumen 3,101,227.22 | 1 Dokumen 3,135340.72| Sub Bagian Sunram
ditetapkan Perubahan DPA DPMPTSP yang
disusun dan ditetapkan pada tahun
berjalan
3.1.6 Koordinasi dan Penyusunan  {3.1.6 Jumlah Laporan Capaian |Laporan Capaian Kinerja dan [Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  |lkhtisar Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD dan Laporan DPMPTSP pada tahun Laporan Hasil Koordinasi
Hasil Koordinasi Penyusunan  |sebelumnya yang terdiri atas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja|
Laporan Capaian Kinerja dan  |Data dukung penyusunan LPPD |[dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD = 2 Laporan 2 Laporan 35,000,000 2 Laporan 33,397,250 | 2 Laporan 33,799,008.78 | 2 Laporan 34,180,984.21| 2 Laporan 34,578,975.04| Sub Bagian Sunram

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

& LKPJ, LKjlIP dan LRFK
DPMPTSP

[Jumlah keseluruhan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
DPMPTSP yang disusun pada tahun
berjalan
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3.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

3.1.7 Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Evaluasi Kinerja
DPMPTSP yang terdiri atas
Laporan Evaluasi Renja

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah = Jumlah
keseluruhan Laporan Evaluasi Renja

| Triwulanan pada Tahun berjalan | Triwulanan Bappeda dan Laporan 4 Laporan 4 Laporan 40,000,000| 4 Laporan 38,454,000 | 4 Laporan 38,913,152.90 | 4 Laporan 39,349,696.24 | 4 Laporan 39,804,542.90| Sub Bagian Sunram
dan Laporan Manajemen Risiko  [Manajemen Risiko Bappeda yang
 Tahun sebelumnya disusun pada tahun berjalan
Penyelenggaraan Walidata Jumlah Dokumen Hasil  Terselenggaranya Walidata
REuCRI SRISIES Sl Reyemoasanialoa TN Renu oSS Dokumen 0 1 Dokumen 2,000,000 1 Dokumen 2,000,000.00 | 1 Dokumen 2,000,000.00| 1 Dokumen 2,000,000.00
Daerah Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Daerah
Pelaksanaan Pengumpulan Data  |Jumlah Data Statistik Sektoral |Terlaksananya Pengumpulan
PRSI E e BESEUREIGUEED paESRBIC Data 0 80 Data 2,000000| 80 Data 2,000,000.00| 80 Data 2,000000.00| 80 Data 2,000,000.00
Dikumpulkan dan Diperiksa
Lingkup Perangkat Daerah
3.2 Administrasi Keuangan 3.2 Persentase Administrasi [Jumlah Pegawai yang Persentase Pembayaran Gaji dan
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah (Menerima Gaji dan Tunjangan, |Tunjangan dan Dokumen
vang diselesaikan tepat dan Dokumen Pertanggungjawaban 100% 100% 5,000,036,696.00|  100% 5,058,820,420.33 100% 5,113,068,207.29 |  100% 5171,492,018.31|  100% 5,228,172,629.73 |Sub Bagian Keuangan
waktu Pertanggt 1B da | yang tepat waktu =
pada tahun berjalan Pembayaran dan Jumlah Dokumen
Pertanaqunaj ang
3.2.1 Penyediaan Gaji dan 3.2.1 Jumlah Orang yang Pegawai yang menerima Gaji dan [Jumlah Pegawai yang menerima Gaji
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Tunjangan | Tunjangan selama satu tahun dan Tunjangan = Jumlah 33 33 3 3u
A Keseluruhan Pegawai yang Menerimal - 30 o ang/Bujan & 4,982,036,696 | Pegawai/Bula 5,040,616,120.33 Pegawai/Bul 5,094,657,288.49 | Pegawai/Bul 5,152,884,655.00 |Peg 5,209,360,585.42| Sub Bagian Keuangan
Gaji dan Tunjangan pada tahun Py ilan n em e 0
berjalan
3.2.2 Pengelolaan dan Penyiapan |3.2.2 Jumlah Dokumen Bahan [Serangkaian kegiatan yang | Jumlah dokumen pengelolaan dan
EEETE [ (A 1dan  [meliputi pengumpulan, penyiapan bahan tanggapan 1 Dokumen 1 Dokumen 2,000,000| 1 Dokumen 2,022,700.00 1 Dokumen 2,045,657.645 | 1 Dokumen 2,067,484.81 | 1 Dokumen 2,090,227.15| Sub Bagian Keuangan
Tindak Lanjut pengol analisis, dan  [pemeriksaan = jumlah keseluruhan
penyusunan data atau dokumen _|laporan 1 dan penyiapan
3.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan |3.2.3 Jumlah Dokumen Dokumen Pertanggungjawaban  [Jumlah Dokumen
dan Penguijian/Verifikasi Keuangan |Penatausahaan dan bulanan tahun berjalan Pertanggungjawaban = Jumlah 3
SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan Dokumen Pertanggungjawaban e g g g 0 J StbiB20=iuaian
ISKPD |selama 12 bulan/ 1 Tahun
3.2.4 Koordinasi dan Penyusunan  |3.2.4 Jumlah Laporan Laporan Keuangan tahun Jumlah Laporan Keuangan = Jumlah
Laporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun SKPD  |sebelumnya Keseluruhan Laporan Keuangan
S50 ‘ria" Eapor [':sgr‘;:‘ﬂd'"as‘ [E SR 1 Laporan 1 Laporan 8,000,000| 1 Laporan 8,090,800 | 1 Laporan 8,182,630.58 | 1 Laporan 8,269,939.25 | 1 Laporan 8,360,908.58| Sub Bagian Keuangan
Akhir Tahun SKPD
3.2.5 Koordinasi dan Penyusunan  |3.2.5 Jumlah Laporan Laporan Keuangan Semesteran |Jumlah Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Bulanan/ Keuangan Bulanan/Triwulanan/ |tahun berjalanan = Jumlah Keseluruhan
Triwt 1 SKPD SKPD danLaporan Laporan Keuangan tahun berjalan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 8,000,000| 1 Laporan 8,090,800 | 1 Laporan 8,182,630.58 | 1 Laporan 8,269,939.25| 1 Laporan 8,360,908.58 | Sub Bagian Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
'Semesteran SKPD
3.3 Administrasi Kepegawaian 3.3 Persentase Administrasi [Tingkat pemenuhan Persentase Fasilitasi Administrasi
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat persyaratan dasar dan Kepegawaian =
Daerah yang diselesaikan penunjang yang dibutuhkan Jumlah Permohonan/Proses
tepat waktu pegawai untuk melaksanakan [Administrasi Kepegawaian yang
tugas dan tanggung jawabnya |Diselesaikan Tepat Waktu dan 100% 100% 115,000,000 100% 116,305,475 100% 117,625,542.14 100% 118,880,606.68 100% 120,188,293.349| Sub Bagian UKP
secara efektif dan efisien, Sesuai Prosedur : Total Jumlah
serta untuk menjaga Permohonan x 100%
kesejahteraan dan motivasi
kerja mereka
3.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas  |3.3.1 Tersedianya Pakaian Seluruh proses perencanaan, Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
beserta Atribut Kelengkapannya Dinas beserta Atribut pelaksanaan, dan pengendalian  [Atribut Kelengkapan
Kelengkapan kegiatan untuk memperoleh dan
menyediakan pakaian dinas
beserta seluruh atribut
kelengkapannya yang dibutuhkan 1 Paket 1 Paket 40,000,000| 2 Paket 40,454,200 2 Paket 40,913,355.17 1 Paket 41,349,900.67 1 Paket 41,804,749.577 Sub Bagian UKP

oleh pegawai/anggota
organisasi/instansi sesuai
dengan standar, spesifikasi, dan
peraturan yang berlaku
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3.3.2 Pendataan dan Pengolahan
|Administrasi Kepegawaian

3.3.2 T
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

kegiatan sit
yang meliputi pengumpulan,
pencatatan, penyimpanan,

), dan
pengolahan data serta informasi
yang berkaitan dengan seluruh
aspek yang menyangkut status,
hak, kewajiban, dan
pengembangan karier

organisasifinstansi, yang
bertujuan untuk menghasilkan
informasi yang akurat, relevan,
dan tepat waktu untuk
'mendukung pengambilan
keputusan dalam manajemen

kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

1 Dokumen

1 Dokumen

5,000,000

1 Dokumen

5,056,775.00

1 Dokumen

5,114,169.40

1 Dokumen

5,168,737.58

1 Dokumen

5,225,593.70

Sub Bagian UKP

3.3.3 Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

3.3.3 T

Peraturan Perundang-
Undangan

kegiatan terstruktur
dan sistematis yang bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran
dan pemahaman masyarakat (
pelaku usaha / UMKM) tentang
peraturan yang berlaku. tujuan
sosialisasi ini adalah memastikan
masyarakat ( Pelaku usaha
/UMKM ) memahami Hak dan
Kewajiban mereka serta
mendorong kepatuhan terhadap
peraturan. Kegiatan ini
dilaksanakan bisa melalui metode !
pertemuan komunitas dan diskusi
publik dan penyebaran brosur dan
leaflet.

[ Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

n/a

50 Orang

20,000,000

50 Orang

20,227,000

50 Orang

20,456,576.45

50 Orang

20,674,848.12

50 Orang

20,902,271.45

Sub Bagian UKP

3.3.4 Bimbingan Teknis

tasi Peraturan
Undangan

[

3.3.4 T

Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

kegiatan terstruktur
dan sistematis yang bertujuan
untuk meningkatkan pemahaman,
pengetahuan, dan keterampilan
peserta (individu atau kelompok)
mengenai substansi dan tata
cara penerapan suatu peraturan
perundang-undangan tertentu
dalam konteks tugas dan fungsi
mereka. Kegiatan ini
dilaksanakan melalui metode
pembelajaran interaktif dan
aplikatif, dengan fokus pada
pemecahan masalah praktis dan
transfer pengetahuan yang dapat
langsung diterapkan

[ Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan

3 Orang

5 Orang

50,000,000

5 Orang

50,567,500

5 Orang

51,141,441.125

5 Orang

51,687,120.30

5 Orang

52,255,678.625

Sub Bagian UKP

3.4 Administrasi Umum Perangkat

Daerah

3.4 Persentase Administrasi
Umum Perangkat Daerah
yang terpenuhi

Tingkat kelengkapan,
ketepatan waktu, dan

Persentase Penyediaan
Administrasi Umum = Jumlah
Di i Administrasi

1
kegiatan administrasi umum di
suatu Perangkat Daerah (PD)
dengan peraturan perundang-
undangan, standar operasional
prosedur (SOP), dan
kebutuhan organisasi, yang
diukur melalui serangkaian
indikator yang mencerminkan
efisiensi dan efektivitas
pengelolaan surat menyurat,
kearsipan, kepegawaian umum,
keuangan umum, pengelolaan
barang milik daerah (aspek
administrasi), perjalanan dinas,
dan pelayanan umum internal

Umum yang Terpenuhi : Total
Jumlah Dimensi/Elemen
Administrasi Umum yang
Kebutuhan x 100%

100%

100%

590,000,000

100%

571,696,500

100%

608,128,505.28

100%

644,563,886.43

100%

681,599,089.18

Sub Bagian UKP

3.4.1 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

3.4.1 Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Seluruh proses pengadaan dan
penyerahan berbagai material
dan peralatan listrik yang
dibutuhkan untuk membangun,
iki, atau memelihara
sistem instalasi listrik dan
penerangan di dalam bangunan
kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan

1 Paket

1 Paket

10,000,000

1 Paket

10,113,500

1 Paket

10,228,288.23

1 Paket

10,337,424.06

1 Paket

10,451,135.73

Sub Bagian UKP
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3.3.2 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

3.3.2 Tersedianya Bahan
Logistik Kantor

Seluruh proses perencanaan,
pengadaan, penerimaan,
penyimpanan, pendistribusian,
dan pengelolaan berbagai barang
dan perlengkapan yang rutin
dibutuhkan untuk mendukung
kelancaran operasional dan
administrasi di dalam lingkungan
kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
yang Disediakan

3 Paket

3 Paket

250,000,000

3 Paket

222,837,500

3 Paket

255,366,705.63

3 Paket

288,091,468.37

3 Paket

321,260,474.53

Sub Bagian UKP

3.3.3 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

3.3.3 Tersedianya Barang
Cetakan dan Penggandaan

Seluruh proses perencanaan,
pengadaan, produksi, dan
penyerahan berbagai dokumen
dan materi tercetak serta hasil
penggandaan yang dibutuhkan
untuk mendukung kegiatan
operasional dan administrasi di
dalam lingkungan
organisasi/instansi. Proses ini
bertujuan untuk memastikan
ketersediaan barang cetakan dan
[penggandaan yang sesuai
dengan kebutuhan, dalam jumlah
yang tepat, dengan kualitas yang
memadai, dan dengan biaya yang
efisien

[Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

1 Paket

1 Paket

30,000,000

1 Paket

30,340,500

1 Paket

30,684,864.68

1 Paket

31,012,272.18

1 Paket

31,353,407.18

Sub Bagian UKP

3.3.4 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.3.4 T

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

kegiatan formal dan
terstruktur yang difasilitasi oleh
pimpinan atau unit kerja yang
ditunjuk dalam suatu Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
yang bertujuan untuk membahas
isu-isu strategis, operasional, dan
lintas sektoral, serta memperoleh
masukan, saran, dan

dari unit-unit kerja di
internal SKPD dan/atau pihak
eksternal terkait, guna
mendukung pengambilan
keputusan, penyusunan
kebijakan, perencanaan
program/kegiatan, dan
penyelesaian permasalahan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1 Laporan

1 Laporan

300,000,000

1 Laporan

303,405,000

1 Laporan

306,848,646.75

1 Laporan

310,122,721.81

1 Laporan

313,534,071.75

Sub Bagian UKP

3.3.5 T

secara efekiif dan efisien

3.3.5 Dukungan

Dukungan

Sistem P Berbasis

Elektronik pada SKPD

P Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

upaya dan tindakan
terstruktur yang dilakukan oleh
unit kerja atau pihak yang
memiliki kewenangan dan
tanggung jawab di dalam atau di
luar Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), untuk
memfasilitasi, memastikan
kelancaran, dan meningkatkan
efektivitas penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK)
dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan di lingkungan
ISKPD tersebut, sesuai dengan
kebijakan dan arsitektur SPBE
yang ditetapkan

Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD

n/a

1 Dokumen

5,000,000

1 Dokumen

5,000,000

1 Dokumen

5,000,000

1 Dokumen

5,000,000

Sub Bagian UKP

3.5 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

3.5 Persentase Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah yang
terpenuhi

Tingkat efektivitas dan
kepatuhan Perangkat Daerah
(PD) dalam melaksanakan
seluruh tahapan siklus
pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD) sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang
diukur melalui serangkaian
indikator yang mencerminkan
kualitas perencanaan,
pengadaan, penatausahaan,
penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan, pemeliharaan,
penilaian, penghapusan, dan
BMD

Persentase Penyediaan BMD =
Nilai/Jumlah BMD yang Terealisasi
: Nilai/Jumlah BMD yang
Direncanakan dalam Kebutuhan x
100%

100%

100%

300,000,000

100%

501,382,300

100%

474,402,396.75

100%

444,784,370.33

100%

415,061,998.40

Sub Bagian UKP

3.5.1 Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

3.5.1 Tersedi Kendaraan

Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

proses kegiatan
yang bertujuan untuk
mendapatkan atau menambah
kepemilikan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan baru
bagi organisasi atau instansi
sesuai dengan kebutuhan
operasional dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan

n/a

Sub Bagian UKP
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3.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

3.5.2 T

Kendaraan

Dinas Operasional atau

Lapangan

proses kegiatan
yang bertujuan untuk
mendapatkan atau menambah
kepemilikan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan baru
bagi organisasi atau instansi
sesuai dengan kebutuhan
operasional lapangan dan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
(Operasional atau Lapangan yang
Disediakan

na

n/a

1 unit

247,977,300.00

1 unit

168,121,250.00

1 unit

135,235,203.74

1 unit

102,107,790.98

Sub Bagian UKP

3.5.3 Pengadaan Mebel

3.5.3 T

Disediakan

Mebel yang

proses kegiatan
yang bertujuan untuk
mendapatkan atau menambah

1 mebel (perabot) baru
bagi organisasi atau instansi
sesuai dengan kebutuhan ruang,
fungsi, dan standar yang
|ditetapkan

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

1 Paket

1 Paket

50,000,000

1 Paket

50,567,500

1 Paket

51,141,441.13

1 Paket

51,687,120.30

1 Paket

52,255,678.63

Sub Bagian UKP

3.5.4 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

3.5.4 T

Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

proses kegiatan
yang bertujuan untuk
mendapatkan atau menambah
kepemilikan sarana (peralatan,
perlengkapan) dan prasarana
(fasilitas fisik pendukung) baru
untuk Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya sesuai dengan
kebutuhan fungsi bangunan,
standar teknis, dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan

10 Unit

10 Unit

150,000,000

10 Unit

101,702,500

10 Unit

152,856,823.38

10 Unit

154,487,805.68

10 Unit

156,187,171.54

Sub Bagian UKP

3.5.5 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

3.5.5 T

Sarana dan

Prasarana

Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

proses kegiatan
yang bertujuan untuk
mendapatkan atau menambah
kepemilikan sarana (peralatan,
perlengkapan) dan prasarana
(fasilitas fisik pendukung) yang
secara spesifik dibutuhkan untuk
imenunjang fungsi operasional
dan kenyamanan Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya, di luar
sarana dan prasarana utama
yang terkait langsung dengan
fungsi inti bangunan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan

6 Unit

6 Unit

100,000,000

6 Unit

101,135,000

6 Unit

102,282,882.25

6 Unit

103,374,240.60

6 Unit

104,511,357.25

Sub Bagian UKP

3.6 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

3.6 Persentase Jasa
Penunjang Urusan

Pemerintal
terpenuhi

h Daerah yang

Tingkat ketersediaan, kualitas,
dan aksesibilitas layanan jasa
lyang dibutuhkan oleh
Perangkat Daerah (PD) untuk
menjalankan tugas dan
fungsinya dalam melaksanakan
urusan pemerintahan daerah
secara efektif dan efisien, yang
diukur melalui serangkaian
indikator yang mencerminkan
pemenuhan kebutuhan jasa di
berbagai bidang seperti
teknologi informasi, hukum,
kehumasan, pengelolaan aset,
dan layanan pendukung
lainnya

Persentase Pemenuhan Penyedia
an Jasa Pendukung =

Jummlah Jenis Jasa Pendukung ya|
ng Tersedia dan Memenuhi Stand
ar : Total Jumlah Jenis Jasa
Pendukung yang Dibutuhkan x
100%

100%

100%

625,000,000.0

100%

632,093,750

100%

639,268,014.06

100%

646,089,003.77

100%

653,195,982.81

Sub Bagian UKP

3.6.1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

3.6.1 Terlaksananya
Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Seluruh proses pengelolaan dan
penanganan surat-menyurat
dinas yang masuk dan keluar di
lingkungan organisasi/instansi,
termasuk penerimaan,
pencatatan, pendistribusian,
pengiriman, dan pengarsipan
surat, baik dalam bentuk fisik
maupun elektronik, dengan tujuan
untuk memastikan informasi
terdokumentasi dengan baik,

1 kepada pihak yang
tepat secara efisien dan efektif,
serta mudah ditemukan kembali
jika dibutuhkan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

1 Laporan

1 Laporan

5,000,000

1 Laporan

5,056,750

1 Laporan

5,114,144.11

1 Laporan

5,168,712.03

1 Laporan

5,225,567.86

Sub Bagian UKP
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3.6.2 yediaan Jasa Ki

3.6.2 Tersedi Jasa

'Sumber Daya Air dan Listrik

Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Seluruh proses pengelolaan,
pengadaan, dan pemeliharaan
layanan komunikasi (telepon,
internet), sumber daya air (air
bersih), dan listrik yang
dibutuhkan untuk mendukung
kelancaran operasional dan
aktivitas di lingkungan

ifi i. Proses ini
bertujuan untuk memastikan
ketersediaan, keandalan, dan
keberlanjutan layanan-layanan
tersebut dengan kualitas yang
memadai dan biaya yang efisien

3.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

3.6.3 Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

12 Laporan

12 Laporan

300,000,000

12 Laporan

303,405,000

12 Laporan

306,848,646.75

12 Laporan

310,122,721.81

12 Laporan

313,534,071.75

Sub Bagian UKP

Seluruh rangkaian kegiatan dan
upaya yang dilakukan oleh unit
kerja atau petugas yang
bertanggung jawab dalam
lingkungan kantor, untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan
mendukung kelancaran aktivitas
sehari-hari seluruh
pegawai/pengguna kantor,
melalui penyediaan layanan yang
bersifat umum, rutin, dan
lesensial, dengan tujuan untuk
menciptakan lingkungan kerja
lyang nyaman, aman, bersih, dan
produktif

[Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

12 Laporan

12 Laporan

320,000,000

12 Laporan

323,632,000

12 Laporan

327,305,223.20

12 Laporan

330,797,569.93

12 Laporan

334,436,343.20

Sub Bagian UKP

3.7 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

3.7 Persentase Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah yang
terpenuhi

Layanan yang dilakukan oleh
pihak internal (unit teknis PD)
maupun eksternal (bengkel
atau penyedia jasa

iharaan) untuk menjaga
dan mengembalikan kondisi
teknis kendaraan Barang Milik
Daerah (BMD) agar tetap
berfungsi dengan baik dan
aman sesuai dengan standar
operasional, yang diukur
berdasarkan jenis layanan
yang diberikan, frekuensi
pelaksanaan, dan tingkat
kepuasan pengguna terhadap
hasil layanan

Persentase Penyediaan Jasa Pem
eliharaan = Jumlah Kendaraan
yang Mendapatkan Layanan
Pemeliharaan Sesuai Kebutuhan :
Total Jumlah Kendaraan yang
Membutuhkan Pemeliharaan x
100%

100%

100%

496,000,000

100%

451,629,600

100%

456,755,595.96

100%

461,629,178.17

100%

466,707,099.13

Sub Bagian UKP

3.7.1 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas

| Jabatan

3.7.1 Tersedi Jasa

Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

kegiatan yang
dilakukan untuk memastikan
kendaraan perorangan dinas atau
kendaraan dinas jabatan tetap
berfungsi dengan baik, aman, dan
sesuai dengan standar
operasional yang ditetapkan

 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

11 Unit

11 Unit

100,000,000

11 Unit

101,135,000

11 Unit

102,282,882.25

11 Unit

103,374,240.60

11 Unit

104,511,357.25

Sub Bagian UKP

3.7.2 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

3.7.2 Tersed Jasa

Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

kegiatan yang
secara terencana dan/atau
insidental dilakukan untuk
menjaga dan memulihkan kondisi
teknis Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan agar
tetap laik fungsi, aman digunakan,
dan mendukung pelaksanaan
tugas-tugas operasional di
lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
(Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

11 Unit

11 Unit

6,000,000

11 Unit

6,068,100

11 Unit

6,136,972.94

11 Unit

6,202,454.44

11 Unit

6,270,681.44

Sub Bagian UKP

3.7.3 i R

Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

3.7.3 T
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Lainnya

kegiatan yang
dilakukan secara terencana
dan/atau insidental untuk
kondisi fisik

dan fungsi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya agar tetap laik
pakai, aman, dan sesuai dengan
standar yang ditetapkan

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit

1 Unit

300,000,000

1 Unit

253,405,000

1 Unit

256,281,146.75

1 Unit

259,015,666.59

1 Unit

261,864,838.92

Sub Bagian UKP
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3.7.4

3.7.4 T

Sarana dan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Lainnya

kegiatan yang
dilakukan secara terencana
dan/atau insidental untuk

dan
memulihkan kondisi fisik serta
fungsi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya agar tetap berfungsi
optimal, aman, dan sesuai

3.7.4 P

3.7.4 T

dengan standar yang ditetapkan

JJumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

20 Unit

20 Unit

30,000,000

20 Unit

30,340,500

20 Unit

30,684,864.68

20 Unit

31,012,272.18

20 Unit

31,353,407.18

Sub Bagian UKP

Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor

kegiatan yang
dilakukan secara terencana
dan/atau insidental untuk
dan

Bangunan Lainnya

memulihkan kondisi fisik serta
fungsi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Lainnya agar tetap
berfungsi optimal, aman, dan
sesuai dengan standar yang
ditetapkan

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

12 Unit

12 Unit

60,000,000

12 Unit

60,681,000

12 Unit

61,369,729.35

12 Unit

62,024,544.36

12 Unit

62,706,814.35

Sub Bagian UKP
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Adapun sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah

diuraikan dalam Tabel 4.2 sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan

daerah di bawah ini:

TABEL 4.3

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN / SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(09

(02)

(03)

(04

(05)

2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1

2.18.02 - PROGRAM
PENGEM BANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

M eningkatnya kemudahan berinvestasi

2.18.02.2.01- Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang
Penanaman M odal yang M enjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

2.18.02.2.010001- Penetapan Kebijakan Daerah M engenai
Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman M odal

2.18.02.2.010003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02.0001- Penyusunan Rencana Umum Penanaman M odal
Daerah Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah
pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

2.18.03 - PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

M aningkatnya jangkauan promosi
penanaman modal

2.18.03.2.01- Penyelenggaraan Promosi Penanaman M odal yang
M enjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.18.03.2.010002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman
M odal Daerah Kabupaten/Kota

2.18.03.2.010003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman
M odal Kewenangan Kabupaten/Kota

2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

M eningkatnya perizinan berusaha
berbasis risiko

2.18.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman M odal yang M enjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

2.18.04.2.010005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan
Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah

2.18.04.2.010006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha
melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

2.18.04.2.010007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi
perizinan berusaha berbasis risiko

2.18.04.2.010008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

|

2.18.05- PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman
Modal

2.18.05.2.01- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman M odal yang
M enjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.18.05.2.010004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang
dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

2.18.05.2.010005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

2.18.05.2.010006 - Pengawasan Penanaman M odal

2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

M eningkatnya Pemanfaatan dan
Informasi Penanaman M odal

2.18.06.2.01- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.18.06.2.010002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
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4.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran

Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat

Daerah. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ketapang tahun

2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama

kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD. Rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten ketapang berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai

berikut.
TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN TAHUN KETERA
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | NGAN
flo1 (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (20) (11)
2.18.0.00.0.00.01.0000
1 Dinas Penanaman
" | Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
2. persentase |, 8,51 1 | 105 | 1,09 | 115 | 1,19 | 1,19
peningkatan investasi
3. | Nilai realisasi investasi :Lrllg;?] 8,601 8,687 | 8,778 | 8,874 | 8,976 | 9,083 | 9,191
Indeks Kepuasan
4. | Masyarakat terhadap Nilai 99,66 99,70 | 99,73 | 99,75 | 99,77 | 99,79 | 99,80
Layanan Perizinan

Persentase Peningkatan Investasi

Persentase peningkatan investasi merupakan ukuran untuk menilai peningkatan atau kenaikan
nilai realisasi investasi pada tahun berjalan. Sehingga indikator persentase peningkatan
investasi digunakan untuk mengukur capaian IKU yang telah ditargetkan. IKU dapat
dikatakan tercapai apabila realisasi ditahun berjalan sama dengan target atau melebihi target
yang sudah ditetapkan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan adalah ukuran yang digunakan
untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik DPMPTSP.
Indeks ini disusun berdasarkan penilaian masyarakat pengguna layanan maupun instrumen
evaluasi internal, dengan tujuan mengukur tingkat kepuasan, efektivitas, efisiensi, dan
akuntabilitas pelayanan. IKU dapat dikatakan tercapai apabila rata-rata penilaian yang
diberikan sama dengan target atau melebihi target yang sudah ditetapkan.

Nilai Realisasi Investasi

Nilai Realisasi Investasi adalah jumlah dana atau modal yang benar-benar telah ditanamkan

dan direalisasikan oleh penanam modal, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
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maupun Penanaman Modal Asing (PMA). IKU dapat dikatakan tercapai apabila nilai realisasi

investasi dari PMDN/PMA sama dengan target atau melebihi target yang sudah ditentukan.

4.3 Indikator Kinerja Daerah
Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai acuan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota
dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan daerah. IKD menjadi alat ukur
keberhasilan pembangunan & pelayanan publik daerah digunakan untuk perencanaan, monitoring,
dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Daecrah DPMPTSP
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2025-2029:
TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA DAERAH
BASELI TARGET TAHUN KETERANG
NO|  INDIKATOR | SATUAN | e 2024 [ 2025 | 2026 | 2027 [ 2028 | 2029 | 2030 AN
(0 (02) (03) (04) (05) (06) (07 (08) (09) (10) (11)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
I |ASPEK DAYA SAING DAERAH
1 Pembentukan
% PDRB 36,91 37,31 38,07 39,43 40,79 42,15 43,51
Modal Tetap Bruto
I [INDIKATOR KINERJA KUNCI
1 |Persentase
peningkatan % 8,51 1 1,05 1,09 1,15 1,19 1,19
investasi
2 |Realisasi Total
terhadap Target |% 100 100 100 100 100 100 100
Investasi

4.4 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk mengukur

dan menilai kinerja suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan mereka. IKK membantu

dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan bukti tentang keberhasilan

suatu program atau kebijakan. IKK dalam konteks pemerintahan digunakan untuk mengukur

keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mendukung penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Utama

DPMPTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2025-2029:
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TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO

INDIKATOR

STATUS

SATUAN

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET TAHUN

2025

2026(2027| 2028|2029

2030

KETERAN
GAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07) | (08) | (09) | (10)

(11)

(12)

2.18 - URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENANAMAN
MODAL

Persentase
peningkatan
investasi

positif

%

8.51

1.00

1.05 (1.09 |1.15 [1.19

1.19

Realisasi Total
terhadap Target
Investasi

positif

%

100

100

100 (100 [100 [100

100
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Ketapang Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang memiliki peran strategis dalam keselarasan perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan
program kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai tugas pokok
dan fungsinya sampai dengan tahun 2029. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan
komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus

menjaga prioritas pembangunan yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2029.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia,
pendanaan serta komitmen semua unsur, baik internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu maupun stakeholders terkait. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan
pelaksanaan Rencana Strategis ini perlu dilaksanakan evaluasi setiap tahun seiring dengan
pelaksanaan Rencana Kerja serta reviu terhadap indikator kinerja. Sosialisasi Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029
diperlukan untuk membangun komitmen bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi

sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

74



